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ABSTRAK 
Muhammad Ihsan Nur Anwar (E211 12 112).Responsivitas Pelayanan Publik 
(Studi Kasus Pelayanan Pasien BPJS Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Barru), xvi + 99 Halaman + 2 Gambar + 22 Pustaka (1996-2015) + 
5 lampiran. 
Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah 
adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan 
Kesehatan Nasional BPJS Namun dalam proses pemberian pelayanan yang 
dilakukan, masih terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi seperti, 
adanya biaya tambahan dan  terbatasnya ruangan rawat inap yang disediakan, 
serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Salah satu rumah sakit 
rekanan BPJS yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru, Namun 
dalam proses pemberian pelayanan pasien BPJS Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Barru belum maksimal.Oleh karena itu dibutuhkan responsivitas 
pelayanan publik agar pelayanan yang di berikan oleh pihak rumah sakit 
terhadap pasien BPJS lebih memuaskan. 
 
Secara umum penelitian ini bertujuan dari untuk menganalisis 
responsivitas pelayanan kesehatan di Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten 
Barru. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi yang dilakukan sekitar 1 bulan.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Tingkat Responsivitas 
Pelayanan Publik Pasien BPJS Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru 
yang diukur menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Zeithaml yang terdiri 
dari kemampuan merespon, kecepatan melayani, ketepatan melayani, 
kecermatan melayani, ketepatan waktu melayani, dan kemampuan menanggapi 
keluhan sudah baik. Namun dalam indikator kemampuan menanggapi keluhan 
ada beberapa yang perlu menjadi perhatian dari pihak Rumah Sakit Umum 
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ABSTRACT 
Muhammad Ihsan Nur Anwar (E211 12 112) .Responsivitas Public Services 
(Case Study Patient Services BPJS Regional General Hospital Barru), page 
xvi + 99 + 22 + 2 Image Library (1996-2015) + 5 attachments. 
       One form of public service implemented by the government is fulfilling the 
needs of public health through the Health Insurance Program National BPJS But 
in the process of service delivery is done, there are still some problems that often 
occur like, the additional costs and limited inpatient room is provided, as well as 
means and inadequate infrastructure. One of the hospitals that partner BPJS 
Regional General Hospital Barru, however in the process of providing patient 
care BPJS Regional General Hospital Barru maksimal.Oleh therefore not 
required responsiveness of the public service so that the service that is provided 
by the hospital to the patient BPJS more satisfactory. 
       In general, this study aimed to analyze the responsiveness of health services 
at the Regional General Hospital Barru. This study used a qualitative descriptive 
approach. As for the data collection are observation, interviews and 
documentation done about 1 month. 
       The results showed that in general the level of responsiveness of the Public 
Service Patient BPJS Regional General Hospital Barru measured using 
indicators proposed by Zeithaml which consists of the ability to respond, serving 
speed, accuracy airport, precision serves, timeliness of service, and the ability to 
respond to complaints already good. However, the indicator of the ability to 
respond to complaints there are some that need the attention of the General 
Hospital Barru, such as patient comfort and cleanliness of the hospital 
environment. 
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I.1 LATAR BELAKANG 
Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif akan 
mendukung tercapainya efisiensi dan efektif akan mendukung tercapainya 
efisiensi pembiayaan, artinya ketika pelayanan umum yang diberikan oleh 
penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan 
kondisi yang sebenarnya atau mekanisme atau prosedurnya tidak berbelit-belit, 
akan mengurangi biaya atau beban bagi pihak pemberi pelayanan dan juga 
penerima pelayanan. 
Oleh karenanya instansi pemerintah yang terbagi ke dalam unit-unit 
pelayanan yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Ukuran keberhasilan pelayanan akan tergambar pada indeks kepuasan 
masyarakat yang diterima oleh para penerima pelayanan berdasarkan harapan 
dan kebutuhan mereka yang sebenarnya. Namun sebenarnya pelayanan publik 
dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau diserahkan kepada swasta 
apabila memang dipandang lebih efektif dan sepanjang mampu memberikan 
kepuasan maksimal kepada masyarakat. 
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara wajib 




dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Seluruh 
kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah  sebagai penyelenggara 
negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan,terutama menyangkut pemenuhan 
hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat.Dengan kata lain seluruh 
kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu 
adanya suatu pelayanan.Selanjutnya UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik dijelaskan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas 
sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan(pasal 18). 
Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan 
dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan 
merupakan ukuran yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
yang wajib ditaati pemberi dan penerima pelayanan.Salah satu fungsi utama 
pemerintah adalah menyelenggarakan kegiatan  pembangunan dan pelayanan 
sebagai bentuk dari tugas umum pemerintah untuk  mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan 
pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan, dan akuntabel. 
Hal ini berarti untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dengan baik 
maka organisasi birokrasi harus profesional, aspiratif dan memiliki daya tanggap 
yang tinggi terhadap tuntutan masyarakat yang dilayani agar masyarakat 
pengguna jasa merasa puas terhadap  pelayanan yang diterimanya.  
Pelayanan publik di Indonesia belum menunjukkan kinerja yang efektif, 
hal ini dipicu oleh berbagai hal yang kompleks mulai dari budaya birokrasi yang 
bersifat paternalistik, lingkungan kerja yang tidak kondusif terhadap perubahan 
zaman, rendahnya sistem pelayanan reward dalam birokrasi di Indonesia, dan 




komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang 
responsif, akuntabel dan transparan (Kumorotomo dan Purwanto, 2005: 87).  
Menurut Dwiyanto (Dalam Kumorotomo dan Purwanto, 2005: 88) ada tiga  
masalah besar dalam pelayan publik yaitu besarnya diskriminasi pelayanan, tidak 
adanya kepastian pelayanan, dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sebuah konsep 
seperti Good Governance yang dipercaya mampu untuk menjawab dan 
mengatasi permasalahan tersebut. 
Dalam undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, telah 
ditetapkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh 
perlindungan terhadap kesehatannya dan Negara bertanggung jawab mengatur 
agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat 
miskin dan tidak mampu.Serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
pemeritahan daerah pada Bab IV pasal 11 ayat (2) ditetapkan bahwa bidang 
pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota 
adalah pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, 
perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, 
pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. 
Berdasarkan undang-undang tersebut maka pemerintah bertanggung 
jawab penuh terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya,dengan memberikan 
pelayanan yang memuaskan.Selanjutnya Azwar (1996) mengatakan dalam 
rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, banyak hal yang perlu 
diperhatikan. Salah satu yang dianggap mempunyai peranan cukup penting 




pelayanan kesehatan dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka pelayanan 
harus memenuhi berbagai syarat diantaranya tersedia dan berkesinambungan, 
dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, dijangkau, dan bermutu. 
 Namun, hingga sekarang ini kualitas pelayanan publik masih diwarnai 
oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus 
mengurus suatu perijinan  tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek 
pungutan liar (pungli), merupakan indicator rendahnya pelayanan publik. Dimana 
hal ini sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum 
dirasakan oleh rakyat. 
Kemudian, terdapat kecenderungan di berbagai instansi pemerintah pusat 
yang enggan menyerahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah 
otonom, akibatnya pelayanan publik menjadi tidak efektif, efisien dan ekonomis, 
dan tidak menutup kemungkinan unit-unit pelayanan cenderung tidak memiliki 
responsibilitas, responsivitas, dan tidak representatif sesuai dengan tuntutan 
masyarakat. Banyak contoh yang dapat diidentifikasi; seperti pelayanan bidang 
pendidikan, kesehatan, transportasi, fasilitas sosial, dan berbagai pelayanan di 
bidang jasa yang dikelola pemerintah daerah belum memuaskan masyarakat, 
kalah bersaing dengan pelayanan yang dikelola oleh pihak swasta.Kejadian-
kejadian tersebut lebih disebabkan karena paradigma pemerintahan yang masih 
belum mengalami perubahan mendasar. Paradigma lama tersebut ditandai 
dengan perilaku aparatur negara di lingkungan birokrasi yang masih 
menempatkan dirinya untuk dilayani bukannya untuk melayani.Padahal 
pemerintah seharus melayani bukan dilayani.  
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilda Herdiani di Rumah Sakit 




permasalahan tersebut dengan melihat sejauhmana tingkat responsivitas atau 
daya tanggap pemberi pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit 
tersebut sehingga masih banyaknya keluhan pelayanan mengenai lambatnya 
pemberian layanan. Penelitian tersebut terfokus untuk menyelesaikan 
permasalahan pelayanan dari sisi ketanggapan pemberi layanan kepada pasien, 
seperti menyelesaikan permasalahan mengenai lamanya waktu pelayanan dan 
kurang tanggapnya terhadap pasien. 
Responsivitas atau daya tanggap merupakan kemampuan suatu organisasi 
untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarkat,menyusun prioritas kebutuhan,dan 
mengembangkan ke dalam berbagai program pelayanan.Responsivitas 
mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan,keinginan,dan aspirasi 
warga pengguna layanan.(Dwiyanto,2006:148). 
Levine dalam Agus Dwiyanto (2014 : 144) mengemukakan tiga konsep 
yang dapat digunakan untuk menilai kuaitas pelayanan publik, yaitu: 
1. Responsivitas, adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan  
keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.  
2. Responsibilitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh 
proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan 
prinsipprinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang 
benar dan telah ditetapkan. 
3. Akuntabilitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar 
proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan 
stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. 
Responsivitas dalam salah satu konsep yang digunakan dalam pengukuran 




pelayanan kesehatan. Hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi 
untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas 
pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai 
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatDilulio dalam Agus Dwiyanto, 2006 : 
62). 
Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karna 
responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi public 
dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat (Tangkilisan, 2005 : 177). Responsivitas berkaitan dengan 
kecepatan tanggapan yang dilakukan oleh petugas pelayanan kesehatan dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa yang membutuhkan  
Responsivitas yang rendah ditunjukkan karena adanya ketidak selarasan 
antara pelayanan yang ada dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan 
kegagalan suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan misi organisasi. 
Dengan demikian pihak rumah sakit dapat dikatakan bertanggungjawab jika 
mereka dinilai memiliki responsivitas yang tinggi terhadap apa yang menjadi 
permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi pasien. 
Salah satu bentuk pelayanan publik yang penting adalah BPJS (Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) yang merupakan bahan usaha milik 
Negara yang di tugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan 
jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerima 
pensiunan dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis kemerdekaan beserta keluarga dan 
badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. 
Pelayanan publik khususnya bidang kesehatan terutama BPJS memiliki 




turun. Karena sebagian diantaranya penyelenggara pelayanan membandikan 
penerima pelayanan yang akan dilayani. Kurangnya perhatian terhadap masalah 
pelayanan khususnya rawat inap di Rumah Sakit memberikan dampak terhadap 
pasien itu sendiri karena penyelenggara pelayanan hanya memberikan sebagian 
kecil dari bentuk pelayanannya yang kurang memadai. Hal ini pula dapat 
mengakibatkan pasien akan mengeluh terhadap pelayanan tersebut sehingga 
adakalanya hal ini perlu diteliti sebagaimana mestinya dan dapat 
dipertimbangkan dengan mengikuti berbagai cara yang dapat ditempuh agar 
memberikan kesan yang baik terhadap pasien. Bukankah pelayanan yang baik 
akan berdampak baik terhadapa pasien dan penyelenggara pelayanan. 
Pelayanan Kesehatan BPJS masih banyak dikeluhkan mastarakat, 
padahal usia BPJS Kesehatan sudah 2 tahun. Keluhan Pelayanan itu pada 
pelayanan tingkat pertama di Puskesmas maupun klinik sampai ke system 
rujukan ke rumah sakit. BPJS kesehatan mulai bermasalah dari akurasi 
pendataan penerima bantuan iuran untuk warga miskin.”Ungkap Adang dalam 
sosialisasi MPR Desa Rancakasumba,Majalaya,Jumat 
(20/11/2015).(www.pikiran-rakyat.com/bandung-
raya/2015/11/20/350633/masyarakat  keluhkan-pelayanan-bpjs-kesehatan)  
 Dengan adanya keluhan pasien tentang lamanya waktu pelayanan, 
prosedur yang berbelit-belit, serta sarana dan prasaranana yang tidak memadai 
menandakan kurangnnya responsivitas atau daya tanggap dari penyedia 
layanan. Adapun kualitas pelayanan dalam dimensi responsiviness 




- Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan 
pelayanan. 
- Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat 
- Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat 
- Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat 
- Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas 
Untuk Dimensi Assurance (Jaminan), terdiri atas indokator : 
- Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 
- Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan 
- Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan 
- Petugas memnerikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan 
Untuk Dimensi Empathy (Empati), terdiri atas indikator : 
- Mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan 
- Petugas melayani dengan sikap ramah 
- Petugas melayani dengan sikap sopan santun 
- Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan) 
- Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan.(Ziethaml, dkk 
dalam Hardiyansyah, 2011 : 46) 
Melihat masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan, maka 
pentinguntuk melihat bagaimana responsivitas pelayanan rumah sakit agar 
pelayananyang diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat 
sebagai pasien sehingga pelayanan yang diberikan bisa lebih baik lagi.. 
 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru merupakan rumah sakit 




Kab.barru.Rumah sakit Ini mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis 
terbatas.Rumah sakit ini juga menerima rujukan dari puskesmas.Fasilitas yang 
disediakan yaitu 111 temapat tidur inap,dan 27 dokter.(http://rumah-
sakit.findthebest.co.id/I/2041/RSU-Barru) 
Namun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat masih belum 
maksimal hal ini terjadi pada salah satu bagian Rumah sakit yaitu Polik Gigi dan 
Laboratorium dimana sejumlah pasien gigi terpaska ditolak di karenan obat 
habis. salah seorang anggota DPRD Kab.Barru mengungkapkan bahwa 
pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten barru makin hari makin 
buruk. (https://barrunews.wordpress.com/2011/04/30/obat-habis-rsud-barru-tolak-
pasiennya/) 
Adapun beberapa Keluhan pasien baik tentang lamanya waktu pelayanan dan 
adanya ketidak puasan pelanggan, serta sarana/fasilitas yang kurang memedai  
ini bisa menjadi salah satu tanda kurangnya responsivitas pihak Rumah Sakit 
dalam menangani permasalahan, kebutuhan dan keluhan pelayanan pasien.  
Dalam beberapa artikel yang berisi tentang Pelayanan pasien di Rumah 
Sakit Umum Daerah (RSUD) Barrudiresahkan dengan krisisnya air bersih yang 
tengah terjadi. Untuk memenuhi kebutuhan air, manajemen rumah sakit ini harus 
mengeluarkan biaya sebesar Rp3 juta sehari, dengan perhitungan volume air 
yang dibutuhkan sebanyak 10 mobil tangki.Kondisi memprihatinkan ini semakin 
lengkap, karena pihak rumah sakit terpaksa menambah biaya operasional saat 
melakukan bedah terhadap pasien, karena harus menggunakan air 
galon.Sebenarnya, persoalan krisis air bersih yang dihadapi manajemen RSUD 
Barru sudah berlangsung bertahun-tahun. Apalagi jika musim kemarau tiba. Air 




melakukan pengeboran sumur hingga kedalaman 165 meter. Seperti diakui 
Direktur RSUD Barru dr Lukman S Wahid yang didampingi Kepala Bagian Tata 
Usaha Alimuddin ketika ditemui, Sabtu (29/8).Dikatakan, air sumur bor yang 
muncul terkadang terasa asin dan agak payau. “Kualitas air yang jauh dari layak 
membuat kami harus membeli air bersih setiap hari,”kata 
dr.Lukman..(udi/rus/b).(http://beritakotamakassar.com/2015/08/31/operasi-di-rs-
pakai-air-galon/) 
Oleh karenanya prosedur pelayanan perlu diperhatikan dengan saksama 
khususnya pemerintah yang lebih jeli melihat kondisi ini. Banyaknya sebagian 
oknum yang mengatasi dan mengatur pelayanan public khususnya BPJS masih 
terdapat kekurangan yang perlu dibenahi dilihat dari segi penyelenggaranya 
bagaimana responnya terhadap pasien yang akan menggunakan jasa pelayanan 
BPJS. Untuk itu masalah ini akan lebih lanjut diteliti sebagaimana mestinya, 
maka dari itu saya mengangkat judul ”Responsivitas Pelayanan Publik (Studi 
Kasus Pelayanan Pasien BPJS Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Barru)” 
I.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 
akan dibahas adalah “Bagaimana Responsivitas Rumah Sakit Umum Daerah 







I.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah “menganalisis responsivitas Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Barru dalam melayani pasien BPJS “ 
I.4 Manfaat Penelitian 
a. Praktis 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat 
memberikanmasukan bagi berbagai pihak khususnya kepada 
penyelenggara kesehatanpasien BPJS di Rumah Sakit Umum Kabupaten 
Barru.Sehingga dapat dijadikanreferensi untuk meningkatkan mutu 
pelayanan kesehatan sesuai dengan harapanmasyarakat terkhusus 
pelayanan Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan. 
b. Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas 
akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah 
responsivitas pelayanan publik bagi peneliti lain.Serta memberikan 












II.1 Konsep Pelayanan Publik 
 Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara 
untukmemenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas 
barang,jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayananpublik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945) 
mengamanatkankepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap 
warganya demikesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem 
pemerintahan sangatditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan 
publik.Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ 
Negaraseperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, 
Kota).Dalam hal ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara 
tegasmenyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik 
Indonesiaadalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan 
kehidupanbangsa. 
 Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau 
kegiatan jasa.Peranannya akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala 
kegiatan-kegiatan jasa di masyarkat itu terdapat kompetisi dalam usaha merebut 
pasar langganan.demikian pula di bidang pemerintahan,peranan pelayanan 
umum yang duselenggarakan oleh pemerintah,belum dapat memenuhi harapan 
semua pihak sehingga diperlukan system manajemen untuk penyelenggaraan 




pelayanan,bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat 
di pisahkan dengan kehidupan manusia (L.P.Sinambela 1992:198).  
II. 1. 1 Pengertian Pelayanan Publik   
 Pelayanan berasal dari kata layanan yang artinya kegiatan yang 
memberikan manfaat kepada orang lain.Layanan adalah setiap kegiatan atau 
manfaat yang ditawarkan suatu pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud 
dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (Simamora,2001:172). 
 Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat 
tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi 
antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh 
perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 
permasalahan konsumen/pelanggan (Gronross, dalam Ratminto dan Winarsih, 
2005 : 2). 
Menurut Kotler dalam Sampara Lukman (Lijan Poltak Sinambela 2006:4) 
menjelaskan tentang arti pelayanan: 
 Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 
kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 
terikat pada suatu produk secara fisik. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat 
dikatakan bahwa pada dasarnya pelayanan merupakan sesuatu yang tidak 
berwujud tetapi dapat dirasakan sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan 
memberi kepuasan kepada masyatrakat. Selanjutnya Sampara berpendapat, 




interaksi langsung antarseseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, 
dan menyediakan kepuasan pelanggan. 
 Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggirs publik yang 
berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima 
menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang 
banyak/ramai.  
 MenurutInu DKK dalam Sinambela (2006 : 5) Publik berasal dari bahasa 
Inggris, publik yang berarti umum, masyarakat, negara. Publik adalah  sejumlah  
manusia  yang  memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan 
tindakan yang benar dan baik  berdasarkan  nilai-nilai  dan  norma  yang  merasa  
memiliki   
 Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 
1993 yang kemudiaan disempurnakan dengan keputusan Mentri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 mendefinisikan 
pelayanan umum sebagai : 
Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 
pusat,di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milki Negar atau Badan Usaha 
Milik Daerah dalam bentuk barang dana atau jasa,baik dalam rangka upaya 
pemenuhan kebutuhan masyarkat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan ( Keputusan MENPAN Nomor 63/2003 ) 
Dalam UUD nomer 25 tahun 2009 bab I pasal 1 ayat 1 tentang pelayanan 
publik,  dijelaskan  bahwa  pelayanan publik adalah  kegiatan  atau  
rangkaian kegiatan  dalam  rangka  kebutuhan  pemenuhan  pelayanan  




Negara  dan  penduduk  atas barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  
administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik.  
 Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang 
dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  sejumlah  manusia  yang  memiliki  setiap 
kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan  atau  kesatuan,  dan 
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikan pada suatu produk 
secara fisik (Sinambela, 2006 : 5). 
 Pelayanan publik adalah suatu bentuk pelayanan atau pemberian 
terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa 
maupun non  jasa,  yang  dilakukan  oleh  organisasi publik dalam  hal  ini  
adalah  suatu pemerintah.  Dalam  pemerintahan,  pihak  yang  memberikan  
pelayanan  adalah aparatur  pemerintahan  beserta  segenap  kelengkapan  
kelembagaannya  (Saiful Arif, 2010 : 3)  
 Kurniawan dalam Sinambella (2006:5) menyebutkan Pelayanan publik 
diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata 
cara yang telah ditetapkan. 
 Pelayanan publik adalah pemberianjasa, baik oleh pemerintah, pihak 
swasta atas nama pemerintah, ataupun pihakswasta kepada masyarakat, 
dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhikebutuhan dan atau 
kepentingan masyarakat (Pandji Santosa 2008 : 57) 
 Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari 




harapan masyarakat. Masih banyaknya bentuk pelayanan yang terlalu 
berbelitbelit, lambat, mengeluarkan banyak biaya, dan membuat lelah. 
 Pelayanan publik menjadi ujung tombak interaksi antara masyarakat dan 
pemerintah. Kinerja birokrasi dapat dinilai salah satunya dengan melihat sejauh 
mana kualitas pelayanan publik (Saiful Arif 2010 : 1)  
 Setiap Negara di manapun serta bentuk apapun bentuk pemerintahannya 
selalu  membutuhkan  pelayanan publik.  Pelayanan publik merupakan  suatu 
keharusan  bagi  Negara  atau  pemerintahan  untuk  melayani  warga  
negaranya. Kegagalan dan keberhasilan suatu pelayanan publik dapat 
ditentukan oleh suatu pelayanan tersebut (Saiful Arif, 2010 : 4).  
 Selanjutnya dalam buku ajar Manajemen Pelayanan Publik oleh Badu 
Ahmad (2012:11), Zauhar (2001) mendefinisikan pelayanan publik merupakan 
suatu upaya membantu atau memberi manfaat kepada publik  melaui 
penyediaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh mereka. 
 Dengan demikian pelayanan publik merupakan kegiatan untuk memenuhi 
kebutuhan  masyarakat  sesuai  dengan  hak-hak  atas  suatu  barang,  jasa  dan 
pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan seperti 
lembaga  dan  petugas  pelayanan publik baik  pemerintah  beserta  kelengkapan 
kelembagaannya  yang  menyelenggarakan  pelayanan publik,  sesuai  dengan 
undang-undang yang telah ditetapkan.  
II. 1. 2 Jenis Pelayanan Publik 
 Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang 




kepada  warga Negara yang memenuhi kewajibannya terhadap Negara. Bentuk 
pelayanan publik yang  diberikan  kepada  masyarakat  dapat  dibedakan  ke  
dalam  beberapa  jenis pelayanan, yaitu:  
a. Pelayanan  pemerintah, adalah  jenis  pelayanan  masyarakat  yang  
terkait tugas-tugas  umum  pemerintah  seperti  pelayanan  KTP,  SIM,  
pajak,  dan keimigrasian  
b. Pelayanan pembangunan, yaitu suatu jenis pelayanan masyarakat yang 
terkait  dengan  penyediaan  sarana  dan  prasarana  untuk  
memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melakukan aktifitasnya 
sebagai warga Negara  
c. Pelayanan  utilitas,  yaitu  jenis  pelayanan  yang  terkait  utilitas  bagi 
masyarakat. 
d. Pelayanan sandang, pangan, dan papan, merupakan jenis pelayanan 
yang menyediakan  bahan  kebutuhan  pokok  masyarakat  dan  
kebutuhan perumahan  
e. Pelayanan kemasyarakatan, yaitu jenis pelayanan masyarakat yang 
dilihat dari  sifat  dan  kepentingannya  lebih  ditekankan  pada  
kegiatan-kegiatan social kemasyarakatan (Badu Ahmad, 2013 : 30-31) 
 
 
II. 1. 3. Asas Pelayanan Publik 
 Untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pengguna 
jasa, pemyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan 





Bersifat terbuka, mudah diakses dan dapat diakses oleh semua 
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 
mudah dimengerti. 
b. Akuntabilitas 
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
c. Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektifitas. 
d. Partisipatif 
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 
harapan masyarakat. 
e. Kesamaan Hak 
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, 
agama, golongan, gender dan status ekonomi. 
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak 
dan kewajiban masing-masing pihak. 
II. 1. 4. Unsur-unsur Pelayanan Publik 
Menurut Bharata dalam paparan Kajian Pustaka.com (2013) terdapat 




1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 
tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk 
penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). 
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 
(costomer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari 
penyedia layanan. 
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia 
layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. 
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan 
harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan 
pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan 
yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat 
dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati. 
II. 1. 5  Kelompok Pelayanan Publik 
 Menurut Sutopo dan Suryanto (2006), pelayanan publik dapat 
dikelompokkan dalam beberapa hal, antara lain: 
1. Kelompok Pelayanan Adminstratif yaitu pelayanan yang 
menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan 
oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat 
kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang 
dan sebagainya. 
2. Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan publik, misalnya 





3. Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya 
pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan 
transportasi, pos dan sebagainya.  
II. 1. 6 Prinsip Pelayanan Publik 
Sebagaimana  ditetapkan  dalam  Keputusan  Menteri  Negara 
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomer  63  tahun  2003,  bahwa  pemberian 
pelayanan umum kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi 
aparatur Negara sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, sehingga 
penyelenggaraannya perlu ditingkatkan secara terus menerus sesuai dengan 
sasaran pembangunan. Dalam  keputusan  tersebut  ditetapkan  sepuluh sendi  
pelayanan  yang  harus dilaksanakan  oleh  instansi  atau  satuan  kera  dalam  
suatu  departemen  yang berfungsi sebagai unit pelayanan umum. Kesepuluh 
sendi tersebut adalah :  
a) Kesederhanaan  
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami 
dan mudah dilaksanakan.  
b) Kejelasan  
1. Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik  
2. Unit  kerja / pejabat  yang  berwenang  dan  
bertanggungjawab  dalam memberikan pelayanan dan 
penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam 
pelaksanaan pelayanan publik 




c) Kepastian waktu  
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun 
waktu yang telah ditentukan  
d) Akurasi  
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah  
e) Keamanan  
Proses  dan  produk  pelayanan  publik  memberikan  rasa  aman  
dan kepastian hokum  
f) Tanggung jawab 
Pimpinan  penyelenggara  pelayanan  publik  atau  pejabat  yang  
ditunjuk  bertanggungjawab  atas  penyelenggaraan  pelayanan 
dan  penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan 
pelayanan publik  
g) Kelengkapan sarana dan prasarana  
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 
pendukung lainnya  yang  memadai  termasuk  penyediaan  
sarana  teknologi telekomunikasi dan informatika  
h) Kemudahan akses  
Tempat  dan  lokasi  serta  sarana  pelayanan  yang  memadai,  
mudah dijangkau  oleh  masyarakat,  dan  dapat  memanfaatkan  
teknologi telekomunikasi dan informatika  
i) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan  
Pemberi  pelayanan  harus  bersikap  disiplin, sopan,  dan  santun,  





j) Kenyamanan  
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 
tunggu yang nyaman,  bersih, rapi,  lingkungan  yang  indah  dan  
sehat  serta  dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan.  
II. 1. 7. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur  Negara  menerbitkan  keputusan  tentang  pola  penyelenggaraan 
pelayanan publik, yaitu:  
1) Fungsional 
Pola  pelayanan publik diberikan  oleh  penyelenggara  pelayanan,  
sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 
2) Terpusat  
Pola  pelayanan publik diberikan  secara  tunggal  oleh  penyelenggara 
pelayanan  berdasarkan  pelimpahan  wewenang  dari  
penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan 
3) Terpadu  
i. Terpadu satu atap  
Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu 
tempat yang  meliputi  berbagai  jenis  pelayanan  yang  tidak  
mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa 
pintu. Terhadap jenis pelayanan  yang  sudah  dekat  dengan  
masyarakat  tidak  perlu disatuatapkan. 




Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu 
tempat yang  meliputi  berbagai  jenis  pelayanan  yang  memiliki  
keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.  
iii. Gugus tugas  
Perugas  pelayanan publik secara  perorangan  atau  dalam  
bentuk gugus tugas  ditempatkan  pada  instansi  pemberi  
pelayanan  yang  memiliki keterkaitan proses dan lokasi 
pemberian pelayanan tertentu. 
II. 1. 8. Standar Pelayanan Publik  
 Standar Pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau 
penerima pelayanan.Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, 
standar pelayanan,sekurang-kurangnya meliputi : 
1. Prosedur Pelayanan 
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 
termasuk pengaduan. 
2. Waktu Penyelesaian 
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 
3. Biaya Pelayanan 
Biaya/tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses 
pemberian layanan. 




Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
5. Sarana dan Prasarana 
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 
berdasarkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, sikap, dan perilaku yang 
dibutuhkan. 
II. 1. 9. Kualitas Pelayanan 
Dalam rangka menyiapkan suatu pelayanan yang berkualitas yang sesuai 
dengan yang diharapkan perlu berdasarkan pada system kualitas yang memiliki 
ciri  atau  karakteristik  tertentu. Fitzsimmons  dalam  Serdamayanti  (2004 :  90) 
mengutarakan  bahwa  kualitas  pelayanan  merupakan  sesuatu  yang  
kompleks sehingga untuk menentukan sejauh mana kualitas dari pelayanan 
dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu: 
a) Reliability, kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar, jenis 
pelayanan yang telah dijanjikan kepada konsumen/pelanggan. 
b) Resposiveness,  kesadaran  atau  keinginan  untuk  membantu  konsumen 
dan memberikan pelayanan yang cepat. 
c) Emphaty,  kemauan  pemberian  layanan  untuk  melakukan  pendekatan, 
member  perlindungan,  serta  berusaha  untuk  mengetahui  keinginan  dan 
kebutuhan  konsumen. 
d) Tangibles,  penampilan  para  pegawai  dan  fasilitas  fisik  lainnya,  seperti 




Dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan,  Mustofadidjaja  dalam Badu  
Ahmad  (2013  :  53)  mengemukakan  beberapa  prinsip  dalam  penyediaan 
pelayanan pada sector publik meliputi:  
a. Menetapkan standar pelayanan, artinya standar tidak hanya menyangkut 
standar  atas  produk  pelayanan,  tetapi  juga standar  prosedur  
pelayanan dalam kaitan dengan pemberian pelayanan berkualitas. 
b. Terbuka  terhadap  kritik  dan  saran  maupun  keluhan,  dan  
menyediakan seluruh informasi yang diperlukan dalam pelayanan. 
c. Memperlakukan seluruh masyarakat sebagai pelanggan secara adil  
d. Mempermudah akses kepada seluruh pelanggan 
e. Membenarkan  sesuatu  hal  dalam  proses  pelayanan  ketika  hal  
tersebut menyimpang. 
f. Menggunakan semua sumber yang digunakan untuk melayani 
masyarakat pelanggan secara efisien dan efektif  
g. Selalu  mencari  pembaharuan  dan  mengupayakan  peningkatan  
kualitas pelayanan 
 
II. 2. Konsep Responsivitas 
II.2.1. Pengertian Responsivitas 
Responsivitas adalah kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan 
program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat.Secara singka dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur 
daya tanggap provider terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan 




Agus Dwiyanto (2006 : 148) mendefinisikan responsivitas sebagai berikut: 
Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan organisasi untuk 
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan 
mengembangkannya dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas 
mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, 
serta tuntutan warga pengguna layanan.Selanjutnya menurut Fitzsimmons dalam 
Sedarmayanti (2004 : 90), salah satu dimensi untuk menentukan kualitas 
pelayanan adalah responsiveness/responsivitas. Responsivitas adalah 
kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen dan memberikan 
pelayanan yang cepat. 
Responsivitas sebagai salah satu indicator pelayanan berkaitan dengan 
daya tanggap aparatur terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan 
pelayanan sebagaimana diatur didalam perundang-undangan.Sementara itu, 
Siagian ( 2000 ) dalam pembahasannya mengenai teori pengembangan 
organisasi mengindikasikan bahwa responsivitas menyangkut kemampuan 
aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan 
baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru.Birokrasi harus merespon secara 
cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.( Yogi 
Suprayogi Sugiandi,2011 : 124 ). 
Menurut Hassel Nogi S. Tangkilisan (2005 : 177) Responsivitas adalah 
kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun 
agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program 
pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat 
responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan 




Sedangkan menurut Zeithaml, Parasuruman & Berry, Responsivitas 
adalah kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan 
pelayanan secara ikhlas (dalam Agus Dwiyanto, 2006 : 145) 
Dari beberapa pendapat mengenai responsivitas dapat disimpukan 
bahwaresponsivitas merupakan bentuk tanggapan dan kerelaan penyedia 
layanan dalam membantu memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam 
bentuk pelayanan. Birokrasi dalam mendekatkan layanan terhadap masyarakat 
perlu upaya unrtuk mengenali apa saja kebutuhan masyarakat. Kemudian 
pengenalan kebutuhan masyarakat tersebut menjadi agenda penting bagi 
pemerintah unrukmengembangkan pemberian layanan, sehingga masyarakat 
dapat merasa puas. 
II. 2. 2. Indikator Responsivitas 
Responsivitas dijabarkan menjadi beberapa indikator, seperti meliputi : 
1. Merespon setiap pelanggan / pemohon yang ingin mendapatkan    
pelayanan Indikator ini mencakup sikap dan komunikasi yang baik dari 
para penyedialayanan 
2. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat Pelayanan 
dengan cepat ini berkaitan dengan kesigapan dan ketulusanpenyedia 
layanan dalam menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan 
3. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepatYaitu tidak terjadi 
kesalahan dalam melayani , artinya pelayanan yang diberikan sesuai 
dengan keinginan masyarakat sehingga tidak ada yangmerasa dirugikan 




4. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermatBerarti penyedia 
layanan harus selalu focus dan sungguh-sungguh dalammemberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
5. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepatWaktu 
yang tepat berarti pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat 
dapatdiselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sehingga dapat 
memberikankepastian pelayanan kepada masyarakat 
6. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugasBahwa setiap penyedia 
layanan harus menyediakan akses kepadamasyarakat untuk dapat 
menyampaikan keluhannya dan dapat dicarikan solusiyang 
terbaik.(Ziethaml, dkk dalam Hardiyansyah, 2011 : 46) 
II.2.3. Responsivitas Pelayanan Publik 
Responsivitas merupakan pertanggung jawaban dari sisi yang 
menerimapelayanan atau mayarakat.Seberapa jauh masyarakat melihat 
penyelenggarapelayanan berikap tanggap terhadap permasalahan, kebutuhan, 
dan harapanmasyarakat. 
Respontivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali 
kebutuhan masyarakat, menyusuna angenda dan proritas pelayanan, serta 
mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan 
dan aspriasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa respontivitas ini 
mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan asprirasi, 
serta tuntunan masyarakat (Tangkilisan,2005:177). 
Responsivitas pelayanan publik sangat diperlukan, karna sebagai 




tuntutanseluruh rakyat disuatu Negara. Dalam hal ini responsivitas merupakan 
cara yangefisiensi dalam mengatur urusan baik ditingkat pusat maupun tingkat 
daerah ataulocal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karenanya 
baikpemerintah pusat maupun daerah dikatakan responsive terhadap 
kebutuhanmasyarakat apabila kebutuhan masyarakat tadi diidentifikasi oleh para 
pembuatkebujakan dengan pengetahuan yang dimiliki, secara tepat dan dapat 
menjawabapa yang menjadi kepentingan publik (Widodo, 2007 : 272). 
Sedangkan Menurut Agus Dwiyanto (2005 : 149-154) Untuk 
meningkatkanresponsivitas organisasi terhadap kebutuhan pelanggan, terdapat 
dua strategiyang dapat digunakan, yaitu: 
a. Menerapkan Strategi KYC (know your customers)  
Merupakan sebuah prinsip kehati-hatian, yang dapat digunakanuntuk 
mengenali kebutuhan dan kepentingan pelanggan sebelummemutuskan 
jenis pelayanan yang akan diberikan. Namun dalam 
kontekspenyelenggaraan pelayanan publik, prinsip KYC dapat digunakan 
olehpublik untuk mengenali kebutuhan dan kepentingan 
pelanggansebelum memutuskan jenis pelayanan yang akan diberikan. 
b. Menerapkan model Citizen’s Charter 
Agar birokrasi lebih responsive terhadap pelanggan atau pengguna 
layanan, Osborne dan plastrik (1997) mengenalkan ide citizen’s charter 
(kontrak pelayanan), yaitu standar pelayanan yang ditetapkan 
berdasarkanaspirasi dari pelanggan, dan birokrasi berjanji untuk 
memenuhinya. 
Citizen’s charter adalah suatu pendekatan dalam 




atau pelanggansebagai pusat perhatian.Citizen’s charter pada dasarnya 
merupakan kontrak social antarabirokrasi dan pelanggan untuk menjamin 
kualitas pelayanan publik.Melalu kontrak pelayanan, hak dan kewajiban 
pengguna maupun penyedialayanan disepakati, didefinisikan, dan diatur 
secara jelas.Prosedur, biaya,dan waktu pelayanan juga harus 
didefinisikan dan disepakati bersama,tentunya dengan mengkaji 
peraturan yang ada secara kritis. 
II.2. 4.  Prinsip Hakekat Responsivitas dalam Pelayanan Publik 
 Potter dalam Acmad Nurmandi 2010 : 49-50 menyampaikan lima prinsip 
tentang Hakekat Responsitas di dalam pelayanan publik yaitu : 
1. Access : warganegara berhak mengetahui apa kriteria-ktriteria perwakilan 
politiknya yang harus diterapkan dan alasannya. 
2. Choice : system quasi market yang diterapkan di dalam pelayanan 
pendidikan dan kesehatan akan memperluaskan “choise” pada orang tua 
dan pasien.Potter juga mengusulkan system tambahan seperti system 
complain yang mudah, pengawasan independent pihak eksternal, 
publikasi indikator kinerja yang diketahui public sejauhmana unit 
pelayanan memenuhi kebutuhan pengguna ; perlindungan klien 
3. Information : pengguna pelayanan memerlukan informasi tentang 
 Eksistensi pelayanan 
 Tujuan pelayanan 
 Standar atau kualitas pelayanan yang ditawarkan 





 Cara pelayanan dan pengambilan keputusan diorganisir 
 Keputusan-keputusan khusus yang diambil 
 Alasan-alasan membuat keputusan tersebut 
4. Redres : keberadaan publisitas dan menanggapi complain 
Respensentation : konsumen seharusnya terlibat di dalam semua 
tahapan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut 
kepentingannya. 
II. 3. Pelayanan Kesehatan 
Pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam 
sebuah individu atau kelompok dalam sebuah organisasi, bertujuan untuk 
memelihara atau menjaga kesehatan  dan meningkatkan kesehatan, mencegah 
dan juga menyembuhkan penyakit, serta mengembalikan kesehatan sebuah 
individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Terdapat beberapa pengertian 
tentang pelayanan kesehatan yang lain juga, seperti sebuah konsep sebagai 
pedoman yang digunakan dalam melayani masyarakat demi terciptanya 
lingkungan masyarakat yang sehat sejahtera. 
II. 3. 1. Pengertian Pelayanan Kesehatan 
Pelayanan kesehatan adalah pengunaan fasilitas pelayanan yang 
disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh 
petugas kesehatan ataupun bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan 
tersebut yang didasarkan pada ketersediaan dan kesinambungan pelayanan, 
penerimaan masyarakat dan kewajaran, mudah dicapai oleh masyarakat, 




Pelayanan kesehatan adalah upaya, pekerjaan atau kegiatan kesehatan 
yang ditujukan untuk mencapai derajat kesehatan perorangan/ masyarakat yang 
optimal/ setinggi-tingginya (Pusdokkes Polri, 2006) 
Menurut Benyamin Lumenta,pelayanan kesehatan adalah segala upaya 
dan kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit, semua upaya dan kegiatan 
peningkatan pemulihan  kesehatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang 
ditujuhkan oleh masyarakat 
Sedangkan Menurut Dubois & Miley (2005 : 317)Sistem pelayanan 
kesehatan merupakan jaringan pelayanan interdisipliner, komprehensif, dan 
kompleks, terdiri dari aktivitas diagnosis, treatmen, rehabilitasi, pemeliharaan 
kesehatan dan pencegahan untuk masyarakat pada seluruh kelompok umur dan 
dalam berbagai keadaan 
Menurut Levey dan Loomba (1973) pun berbeda mengenai Pengertian 
pelayanan kesehatan, “upaya yang diselenggarakan sendiri/bersama-sama 
dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, 
mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 
perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.” 
Menurut Depkes RI (2009) pun mengungkapkan pendapatnya seputar 
pengertian pelayanan kesehatan, yaitu “setiap upaya yang diselenggarakan 
sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara 
dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 





II. 3. 2 Bentuk dan Jenis Pelayanan Kesehatan 
Bentuk  dan  jenis  pelayanan  kesehatan  banyak  bentuknya,  namun  
jika disederhanakan secara umum dapat dibedakan atas dua, yaitu:  
a. Pelayanan Kedokteran  
Pelayanan  kesehatan  termasuk  dalam  kelompok  pelayanan  
kedokteran (medical  services)  ditandai  dengan  cara  pengorganisasian  
yang  dapat bersifat sendiri atau secara bersamasama dalam suatu 
organisasi. Tujuan utamanya  adalah  menyembuhkan  penyakit  dan  
memulihkan  kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan 
dan keluarga 
b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat  
Pelayanan  kesehatan  yang  termasuk  dalam  kelompok  pelayanan 
kesehatan  masyarakat  (publik health  services)  ditandai  dengan  cara 
pengorganisasian  yang  umumnya  secara  bersama-sama  dalam  satu 
organisasi,  tujuan  utamanya  untuk  memelihara dan  meningkatkan 
kesehatan  serta  mencegah  penyakit,  serta  sasaran  utamanya  untuk 
kelompok dan masyarakat. (Hodgetts dan casio dalam Azwar, 1996 : 36).  
II. 3. 3. Stratifikasi Pelayanan Kesehatan 
       Menurut  Azrul  Azwar  (1996 :  41-42)  strata  pelayanan  kesehatan yang 
dianut oleh tiap Negara tidaklah sama, namun secara umum berbagai strata ini 
dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yakni:  




Yang dimaksudkan dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama 
(primary health services) adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok 
(basic health services), yang sangat dibutuhkan oleh sebagian masyarakat 
serta  mempunyai  nilai  strategis  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan 
masyarakat.  Pada  umumnya  pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama  ini 
bersifat pelayanan rawat jalan (ambulatory/out patient services). 
b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua  
Yang  dimaksud  dengan  pelayanan  kesehatan  tingkat  kedua 
(secondary health services) adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, 
telah  bersifat  rawat  inap (in  patient  services) dan  untuk 
menyelenggarakannya  telah  dibutuhkan  tersedianya  tenaga-tenaga 
spesialis.  
c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga  
Yang  dimaksud  pelayanan  kesehatan  tingkat  ketiga (tertiary  health  
services) adalah  pelayanan  kesehatan  yang  bersifat  lebih  komplek  dan  
umumnya diselenggarakan oleh tenaga-tenaga  subspesialis.  
II. 3. 4. Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kesehatan 
Menurut  WHO  (1984) ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi 
pengguanaan pelayanan kesehatan, yaitu:  
a. Pemikiran dan Perasaan (Thoughts and feeling)  
Berupa  pengetahuan,  persepsi,  sikap,  kepercayaan,  dan  
penilaian- penilaian seseorang terhadap obyek, dalam hal ini kesehatan. 




Seseorang  lebih  banyak dipengaruhi  oleh  seseorang  yang  dianggap 
penting  atau  berpengaruh  terhadap  dorongan  penggunaan  pelayanan 
kesehatan.  
b. Sumber-sumber daya (resources)  
Mencakup fasilitas, uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. 
sumber-sumber daya  juga  berpengaruh  terhadap  prilaku seseorang  
atau  kelompok masyarakat  dalam  memanfaatkan  pelayanan  
kesehatan.  Pengaruh tersebut dapat bersifat positif dan negative.  
c. Kebudayaan (culture)  
Berupa  norma-norma  yang  ada  di  masyarakat  dalam 
kaitannya  dengan konsep sehat sakit.  
Menurut  Gde Muninja ( 2004 : 239) kepuasan pengguna jasa pelayanan 
kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor :  
a. Pemahaman  pengguna  jasa  tentang  jenis  pelayanan  yang  akan 
diterimanya. 
b. Empati (sikap peduli) yang ditunjukkan oleh petugas kesehatan 
c. Biaya (cost) 
d. Penampilan fisik (kerapian) petugas, kondisi kebersihan dan kenyamanan 
ruangan (tangibility) 
e. Jaminan keamanan yang ditunjukkan oleh petugas kesehatan (assurance) 
f. Keandalan  dan  keterampilan (reability) petugas  kesehatan  dalam 
memberikan perawatan  






II. 3. 5. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan 
Sedangkan Menurut  Azrul  Azwar  (1996  :  38-39)  untuk  dapat  disebut  
sebagai  suatu pelayanan  kesehatan  yang  baik,  pelayanan kesehatan  harus  
memiliki  berbagai persyaratan pokok, syarat pokok yang dimaksud adalah:  
a. Tersedia dan berkesinambungan  
Syarat pokok pertama pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan 
kesehatan tersebut harus tersedia dimasyarakat (available) serta bersifat 
berkesinambungan (continous). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan 
yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  tidak  sulit ditemukan,  serta 
keberadaannya  dalam  masyarakat  adalah  pada  setiap  saat  yang 
dibutuhkan. 
b. Dapat diterima dan wajar  
Syarat pokok kedua pelayanan kesehatan yang baik adalah yang dapat 
diterima (acceptable) oleh masyarakat serta bersifat wajar (appropriate). 
Artinya  pelayanan  kesehatan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan 
keyakinan  dan  kepercayaan  masyarakat.  Pelayanan  kesehatan  yang 
bertentangan  dengan  adat  istiadat,  kebudayaan,  keyakinan  dan 
kepercayaan  masyarakat,  serta  bersifat  tidak  wajar,  bukanlah  suatu 
pelayanan kesehatan yang baik.  
c. Mudah dicapai  
Syarat pokok ketiga pelayanan kesehatan yang baik adalah yang mudah 
dicapai (accessible) oleh  masyarakat.  Pengertian  ketercapaian  yang 
dimaksudkan  disini  terutama  dari  sudut  lokasi,  dengan  demikian  




pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. 
Pelayanan kesehatan yang terlalu terkonsentrasi  di  daerah  perkotaan  
saja,  dan  sementara  itu tidak ditemukan didaerah pedesaan, bukanlah 
pelayanan kesehatan yang baik.  
d. Mudah dijangkau  
Syarat pokok keempat pelayanan kesehatan yang baik adalah yang 
mudah dijangkauu (affordable) oleh masyarakat. Pengertian 
keterjangkauan yang dimaksudkan disini terutama dari sudut biaya. Untuk 
dapat mewujudkan keadaan  yang seperti  ini  harus  dapat  diupayakan  
biaya  pelayanan kesehatan  tersebut  sesuai  dengan  kemampuan  
ekonomi  masyarakat. Pelayanan  kesehatan  masyarakat  yang  mahal  
dan  karena  itu  hanya mungkin  dinikmati  oleh  sebagian  kecil  
masyarakat  saja,  bukanlah pelayanan kesehatan yang baik.  
e. Bermutu  
Syarat pokok kelima pelayanan kesehatan yang baik adalah yang 
bermutu (quality). Pengertian mutu yang dimaksudkan disini adalah yang 
menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang 
diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa 
pelayanan, dan dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan 
kode etik serta standar yang telah ditetapkan.  
II. 3. 6. Dimensi Mutu Pelayanan Kesehatan 
       Mutu  merupakan  fenomena  yang  komprehensif  dan  dan multi facet. 
Menurut Lori Di Prete Brown dalam bukunya Quality Assurance of Health  Care  
in Developing  Countries yang  dikutip  oleh  Djoko  Wijono,kegiatan menjaga 




a. Kompetensi Teknis  
Kompetensi  teknis  terkait  dengan keterampilan,  kemampuan,  dan 
penampilan  petugas,  manajer  dan  staf  pendukung.  Kompetensi  teknis 
berhubungan  dengan  bagaimana  cara  petugas  mengikuti  standar 
pelayanan yang  telah ditetapkan  dalam hal  dapat dipertanggungjawabkan  
atau  diandalkan  (dependability),  ketepatan (accuracy), ketahanan uji 
(reliability), dan konsistensi (consistency). 
b. Akses terhadap pelayanan 
Pelayanan  kesehatan  tidak  terhalang  oleh  keadaan  geografis,  
sosial,ekonomi, budaya, organisasi, atau hambatan bahasa.  
c. Efektivitas  
Kualitas  pelayanan  kesehatan  tergantung  dari  efektivitas  yang 
menyangkut  norma  pelayanan  kesehatan  dan  petunjuk  klinis  sesuai 
standar yang ada.  
d. Hubungan antar manusia 
Hubungan  antar  manusia  yang  baik  menanamkan  kepercayaan  dan 
kredibilitas  dengan  cara  menghargai,  menjaga rahasia,  menghormati, 
responsif,  dan  memberikan  perhatian.  Hubungan  antar  manusia  yang 
kurang  baik  akan  mengurangi  efektivitas  dari  kompetensi  teknis 
pelayanan kesehatan.  
e. Efisiensi  
Pelayanan  yang  efisien  akan  memberikan  perhatian  yang  optimal dari 
pada memaksimalkan pelayanan yang terbaik dengan sumber daya    yang 




pelayanan  yang  salah  harus  dikurangi  atau  dihilangkan.  Dengan cara ini 
kualitas dapat ditingkatkan sambil menekan biaya.  
f. Kelangsungan pelayanan  
Klien  akan  menerima  pelayanan  yang  lengkap  yang  dibutuhkan 
(termasuk rujukan) tanpa interupsi, berhenti atau mengulangi prosedur 
diagnosa  dan  terapi  yang  tidak  perlu.  Klien  harus  mempunyai  akses 
terhadap  pelayanan  rutin  dan  preventif  yang  diberikan  oleh  petugas 
kesehatan  yang  mengetahui  riwayat  penyakitnya.  Klien  juga mempunyai  
akses  rujukan  untuk  pelayanan  yang  spesialistis  dan menyelesaikan 
pelayanan lanjutan yang diperlukan.  
g. Keamanan  
Mengurangi resiko cedera, infeksi, efek samping, atau bahaya lain yang 
berkaitan dengan pelayanan.  
h. Kenyamanan dan kenikmatan  
Dalam  dimensi  kenyamanan  dan  kenikmatan  berkaitan  dengan 
pelayanan  kesehatan  yang  tidak  berhubungan  langsung  dengan 
efektivitas  klinis,  tetapi  dapat  mengurangi  kepuasan  pasien  dan 
bersedianya  untuk  kembali  ke  fasilitas  kesehatan  untuk  memperoleh 
pelayanan berikutnya. 
II. 4. Rumah Sakit 
II. 4.1. Pengertian Rumah Sakit 
Hospital (rumah sakit) berasal dari kata Latin, yaitu hospes (tuan rumah), 
dan hospitality (keramahan).Rumah sakit adalah pusat dimana pelayanan 




Menurut WHO, Rumah Sakit adalah suatu bagian menyeluruh dari 
organisasi social dan medis yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan 
yang lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun rehabilitative, dimana 
pelayanan keluarga menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan. 
Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis 
profesional yang terorganisir serta sarana kedoktoran yang permanen 
menyelenggarakan pelayanan kedoktoran, asuhan keperawatan yang 
berkesinambungan, diagnosa serta pengobatan penyakit yang diderita oleh 
pasien.(American Hospital,1974). 
Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis 
professional yang terorganisis serta sarana kedokteran yang permanen 
menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang 
berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh 
pasien.(American Hospital Association dalam Azrul Azwar : 1996 : 82) 
Menurut Adikoesoesmo, Suparto (2003) dalam buku (Dedy Alamsyah, 
2011 : 100) Rumah sakit adalah bagian integral dari keseluruhan system 
pelayanan kesehatan yang dikembangkan melalui rencana pembangunan 
kesehatan.Sedangkan menurut Wolper dan Pena dalam Azrul Azwar (1996 : 82) 
Rumah Sakit adalah tempat dimana orang sakit mencari dan menerima 
pelayanan kedokteran serta tempat dimana pendidikan klinik untuk mahasiswa 
kedokteran ,perawat dan berbagai tenaga profesi kesehatan masyarakat lainnya 
diselelenggarakan. 
Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 




profesional yang memberikan pelayanan kesehatan kepada orang sakit,serta 
sebagai sarana pendidikan dan penelitian. 
II. 4. 2. Jenis Rumah Sakit  
Dalam UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, berdasarkan 
jenispelayanannya, Rumah Sakit dapat digolongkan menajadi: 
1. Rumah Sakit Umum 
Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 
kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. 
2. Rumah Sakit Khusus 
Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama 
pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin 
ilmu,golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. 
Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dibagi atas : 
1. Rumah Sakit Publik 
Rumah Sakit Publik adalah rumah sakit yang dapat dikelola oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba yang 
diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau 
Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
2. Rumah Sakit Privat 
Rumah Sakit Privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hokum 
dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero  ditinjau 





a. Rumah Sakit Kelas A 
Rumah Sakit kelas A adalah rumah sakit yang mampu memberikan 
pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas. Oleh pemerintah, 
Rumah Sakit kelas A ini telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan 
rujukan tertinggi atau disebut pula sebagai Rumah Sakit Pusat 
b. Rumah Sakit Kelas B 
 kelas B adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan 
kedokteran spesialis luas dan subspesialis terbatas. Direncanakan rumah 
sakit kelas B didirikan di setiap Provinsi yang menampung pelayanan 
rujukan. 
c. Rumah Sakit Kelas C 
 Sakit kelas C adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan 
kedokteran spesialis terbatas. Pada saat ini ada empat macam pelayanan 
spesialis ini yang disediakan yakni pelayanan penyakit dalam, pelayanan 
bedah, pelayanan kesehatan anak serta pelayanan kebidanan dan 
kandungan. Rumah sakit kelas C ini menampung pelayanan rujukan dari 
PUSKESMAS. 
d. Rumah Sakit Kelas D 
Rumah Sakit kelas D adalah rumah sakit yang bersifat transisi karena 
pada satu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C. Pada sat 
ini kemampuan rumah sakit kelas D hanya memberikan pelayanan 
kedokteran umum dan kedokteran gigi. 




Rumah Sakit kelas E adalah rumah sakit Khusus yang 
menyelenggarakan satu macam pelayanan kedokteran. Misalnya rumah 
sakit jiwa, rumah sakit kusta,rumah sakit kanker dan lain sebagainya. 
Azrul Azwar, 1996 : 89-90) 
II. 4. 3. Fungsi Rumah Sakit 
Dalam Undang-Undang No.44 tahun 2009 rumah sakit memiliki beberapa 
fungsi, yaitu : 
1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 
dengan strandar pelayanan rumah sakit. 
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 
kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis 
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 
rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 
memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 
II. 4. 4. Indikator Mengukur Kinerja Rumah Sakit 
Indikator merupakan variable  ukuran atau tolak ukur yang dapat 
menunjukkan indikasi-indikasi terjadinnya perubahan tertentu.Untuk mengukur 
kinerja rumah sakit ada beberapa indikator, yaitu : 
1. Input, yang dapat mengukur pada bahan alat system prosedur atau orang 
yang memberikan pelayanan misalnya jumlah dokter,kelengkapan alat, 
prosedur tetap dan lain-lain. 
2. Proses, yang dapat mengukur perubahan pada saat pelayanan yang 




3. Output, yang dapat menjadi tolok ukur pada hasil yang dicapai, misalnya 
jumlah yang dilayani, jumlah pasien yang dioperasi, kebersihan ruangan. 
4. Outcome, yang menjadi tolok ukur dan merupakan dampak dari hasil 
pelayanan sebagai misalnya keluhan pasien yang merasa tidak puas 
terhadap layanan dan lain-lain 
5. Benefit, adalah tolok ukur dari keuntungan yang diperoleh pihak rumah sakit 
maupun penerima pelayanan atau pasien misalnya biaya pelayanan yang 
lebih murah, peningkatan pendapatan rumah sakit. 
II. 5. BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) Kesehatan 
II. 5. 1. Konsep BPJS 
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar 
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang 
telah membayar iuran atau iurannya di bayarkan oleh pemerintah. Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan adalah Badan hokum yang di 
bentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.  
II.5. 2. Peserta BPJS Kesehatan. 
Kelompok Peserta Jaminan Kesehatan 
1. Penerima Bantuan Iuaran ( PBI ) Jaminan Kesehatan : fakir miskin dan 
orang tidak mampu 
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) Jaminan Kesehatan 
1. Pekerja Penerima Upah  
 Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, Pejabat Negara, 
Pegawai pemerintah non pegawai negeri,pegawai swasta,dan pekerja 




2. Pekerja Bukan Penerima Upah ( PBPU ) 
 Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri 
 Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja bukan penerima upah 
3. Bukan Pekerja ( BP ) 
 Investor, pemberi kerja, penerima pensiunan, veteran, perintis 
kemerdekaaan, dan bukan pekerja yang mampu membayar iuran. 
II. 5. 3. Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS 
Kategori Peserta Besar Denda 
Penerimah Upah  Keterlambatan pembayaran iuran oleh pemberi kerja 
selain penyelenggara negara untuk peserta pekerja 
penerima upah dikenakan denda administrative 2 % 
perbulan dari total iuran yang tertunggak paling 
banyak untuk 3 bulan,yang dibayarkan bersamaan 
dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi 
kerja. 
Pekerja Bukan Penerima 
Upah & Bukan Pekerja 
Keterlambatan pembayaran iuran oleh pemberi kerja 
selain penyelenggara negara untuk peserta pekerja 
bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja 
dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 % 
perbulan dari total iuran yang tertunggak paling 
banyak untuk 6 bulan,yang dibayarkan bersamaan 
dengan total iuran yang tertunggak. 
Tabel.1 Denda Keterlambatan Bayar Iuran 





II. 5. 4. Manfaat Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 
1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, yaitu pelayanan kesehatan 
nonspeasialistik : 
a. Administrasi Pelayanan 
b. Pelayanan Promotif dan preventif 
c. Pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis 
d. Tindakan medis nonspesialistik, baik operatif maupun non-operatif 
e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 
f. Transfusi darah sesuia kebutuhan medis 
g. Pemeriksaan penunjang diagnose laboratorium tingkat pertama 
h. Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi 
2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan 
1. Rawat Jalan, meliputi : 
a. Administrasi pelayanan 
b. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi speasialistik oleh dokter 
spesialis dan subspesialis. 
c. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun nonbedah sesuai 
dengan indikasi medis 
d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 
e. Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi 
medis 
f. Rehabilitasi medis 
g. Pelayanan darah 
h. Pelayanan dokter forensic 




2. Rawat Inap yang meliputi : 
a. Perawatan inap nonintensif 
b. Perawatan inap di ruang intensif 
c. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh mentri. 
II. 5. 5. Hak dan Kewajibana Peserta Jaminan Kesehatan 
a. Hak Peserta  
1. Mendapatkan  kartu  peserta  sebagai  bukti  sah  untuk  memperoleh 
pelayanan kesehatan; 
2. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta 
prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
3. Mendapatkan  pelayanan  kesehatan  di  fasilitas  kesehatan  yang 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; dan 
4. Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau 
tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan. 
b. Kewajiban Peserta  
1. Mendaftarkan  dirinya  sebagai  peserta  serta  membayar  iuran  yang 
besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
2. Melaporkan  perubahan  data  peserta,  baik  karena  pernikahan, 
perceraian,  kematian,  kelahiran,  pindah  alamat  atau  pindah  fasilitas 
kesehatan tingkat I;  
3. Menjaga  Kartu  Peserta  agar  tidak  rusak,  hilang  atau  dimanfaatkan 
oleh orang yang tidak berhak;  






II. 5. 6. Iuaran Jaminan Kesehatan Nasional 
Iuran  jaminan  kesehatan  adalah  sejumlah  uang  yang  dibayarkan 
secara  teratur  oleh  peserta,  pemberi  kerja  dan/  atau  pemerintah  untuk 
program  jaminan  kesehatan.  Atas  dasar  iuran  yang  dibayarkan  setiap 
peserta  berhak  memperoleh  manfaat  jaminan  kesehatan  yang  bersifat 
pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, 
kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 
sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. 
a. Bagi  peserta  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI)  Jaminan  Kesehatan  iuran 
dibayar oleh Pemerintah. 
b. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga 
Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri,  
pejabat  negara,  dan  pegawai  pemerintah  non  pegawai  negeri sebesar  
5%  (lima  persen)  dari  Gaji  atau  Upah  per  bulan  dengan ketentuan : 3% 
(tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh 
peserta.  
c. Iuran  bagi  Peserta  Pekerja  Penerima  Upah  yang  bekerja  di  BUMN, 
BUMD dan Swasta sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau 
Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi 
Kerja dan 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta.  
d. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak 
ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 
1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh 




e. Iuran  bagi  kerabat  lain  dari  pekerja  penerima  upah  (seperti  saudara 
kandung/ipar,  asisten  rumah  tangga,  dll);  peserta  pekerja  bukan 
penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar: 
1. Sebesar  Rp.25.500,- (dua  puluh  lima  ribu  lima  ratus  rupiah)  per 
orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. 
2. Sebesar  Rp.42.500,- (empat  puluh  dua  ribu  lima  ratus  rupiah)  per 
orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. 
3. Sebesar Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per 
orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.  
f. Iuran  Jaminan  Kesehatan  bagi  Veteran,  Perintis  Kemerdekaan,  dan 
janda,  duda,  atau  anak  yatim  piatu  dari  Veteran  atau  Perintis 
Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% 
(empat  puluh  lima  persen)  gaji  pokok  Pegawai  Negeri  Sipil  golongan 
ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh 
Pemerintah.  
g. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. 
II. 6. Kerangka Pikir 
Untuk mengukur responsivitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Barru,maka penulis menggunakan enam indikator  yang di 
kemukakan oleh Ziethaml,dkk dalam hardiyansyah,2011 : 46 sebagai berikut  
1. Merespon setiap pelanggan / pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan 
Indikator  ini  mencakup  sikap  dan  komunikasi  yang  baik  dari  para  
penyedia layanan  




 Pelayanan  dengan  cepat  ini  berkaitan  dengan  kesigapan  dan  ketulusan 
penyedia  layanan dalam  menjawab  pertanyaan  dan  memenuhi  
permintaan pelanggan  
3. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepat  
 Yaitu  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  melayani  ,  artinya  pelayanan  yang 
diberikan  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  sehingga  tidak  ada yang 
merasa dirugikan atas pelayanan yang didapatnya. 
4. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat Berarti  penyedia  
layanan harus  selalu  focus  dan  sungguh-sungguh  dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
5. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepatWaktu 
yang tepat berarti pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat 
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan sehingga dapat 
memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat  
6. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas 
Bahwa  setiap  penyedia  layanan harus menyediakan  akses  kepada 
masyarakat untuk dapat menyampaikan keluhannya dan dapat dicarikan 










Adapun kerangka konsepnya : 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          









Gambar 1. Kerangka Konsep 
 
Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Barru 




menurut Zeithaml dalam 
Hardiyansyah,2011:46 
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III.1. Pendekatan penelitian 
Dalam penelitian tentang Responsivitas Pelayanan Publik (Studi Kasus 
Pelayanan Pasien BPJS Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru)”penulis 
menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat 
deskriptif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat mengenai 
permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini memberikan gambaran kenyataan 
dari kejadian yang diteliti.  
III.2. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Barru yang 
berada di Jalan Lasawedi Kelurahan coppo Kac.Barru Kabupaten barru. 
III.3. Tipe dan dasar penelitian 
1.  Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dengan metode 
kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai 
masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada 
secara sistematis.Tipe deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa 
yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, 
mencatat, analisis dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang 
ini terjadi (Mardalis, 2010 : 26) 
Sedangkan menurut Nawawi dan Martini (2002:211) mengemukakan 
bahwa ciri dari salah satu penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan 




dan kalimat-kalimat yang merupakan gambaran faktual dan akurat, serta 
hubungan antar masalah yang diteliti. 
2. Dasar pemikiran yang dilakukan adalah wawancara langsung yaitu teknik 
pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan 
keteranganketerangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka 
dengan orang yang dapat memberikan keterangan (Mardalis, 2010 : 64) 
III.4. Narasumber atau informan 
Informan yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini adalah bagian 
pelayanan rumah sakit atau yang terkait langsung dalam penelitian ini. Adapun 
informan dalam penelitian ini terdiri dari : 
a. Pasien BPJS rawat inap atau keluarga pasien di Rumah Sakit umum Daerah 
Kabupaten Barru 
b. Bagian pelayanan pasienBPJSseperti dokter dan perawat di Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru. 
c. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten barru. 
III.5. Sumber data 
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berupa data primer dan 
data sekunder. 
1. Data primer 
Data primer apa saja yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data yang 
bersumber dari informan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan Rumah 
Sakit Umum Kabupaten Barru 
2. Data sekunder 
Data sekunder yang berasal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan 




III.6. Teknik pengumpulan data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Observasi 
Yaitu penulis melakukan kegiatan terhadap proses pelayanan kesehatan 
secara langsung dengan cara nonparisipasi artinya peneliti tidak ikut serta 
dalam proses kerja dan mencatat hal yang berkaitan dengan 
permasalahan penelitian. 
2. Wawancara mendalam 
Yaitu dengan mengadakan Tanya jawab dan tatap muka langsung dengan 
beberapa informan seperti stakeholder yang dianggap mengetaui banyak 
mengenai objek penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam peneltian 
ini sebagai sumber data. 
3. Studi dokumen 
Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana 
dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan 
permasalahan yang akan diteliti. 
III.7. Teknik analisis data 
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 
periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 
terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jwaban yang diwawancarai setelah 
dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan 
lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. 




1. Reduksi data (Data Reduction) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 
jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 
2. Penyajian data (Data Display) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian 
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan 
tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan 
data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 
merencanakan kerja selanjutnyaberdasarkan apa yang telah dipahami 
tersebut. 
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (Conclusion Drawing/verfivation) 
Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 
sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang 
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 






III.8 Fokus Penelitian 
Focus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data, 
sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Unutk menyamakan 
pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, 
Untuk mengukur responsivitas pelayanan pasien BPJS Kesehatan di Rumah 
Sakit Umum Daerah kabupaten barru, maka penulis menggunakan pengukuran 
Responsivitas yang dikemukakan oleh (Zeithaml dkk,dalam Hardiyansyah,2011 
:46 ) dimana terdapat 6 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 
responsivitas yaitu : 
1. Merespon setiap pelanggan / pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan. 
Indikator ini mencakup : 
 Sikap yang baik dari para penyedia layanan 
 Komunikasi yang baik dari penyedia layanan 
2. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cepat 
Indikator ini mencakup : 
a. Kesigapan dalam menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan 
pelanggan 
b. Ketulusan dalam menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan 
pelanggan 
3. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan tepat 
Indikator ini mencakup tidak terjadinnya kesalahan dalam melayani,artinya 
pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga 
tidak ada yang merasa dirugikan atas pelayanan yang didapatnya. 




Indikator ini mencakup selalu fokus dan sungguh-sungguh dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
5. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat 
Indikator ini mencakup waktu yang tepat berarti pelaksanaan pelayanan 
kepada masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan 
sehingga dapat memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. 
6. Semua keluan pelanggan direspon oleh petugas 
Indikator ini mencakup: 
a. Penyedia layanan harus menyediakan akses kepada masyarakat untuk     
dapat menyampaikan keluhannya  

















IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru terletak Jl.Lasawedi 
Kelurahan.Coppo Kecamatan.Barru Kabupaten Barru. 
 Adapun batas-batas geografis Rumah sakit umum Kabupaten Barru, 
sebagai berikut: 
A. sebelah utara berbatasan dengan Lingkungan Lawae 
B. Sebelah timur berbatasan dengan Lingkungan Mattirowalie 
C. Sebelah selatan Berbatasan dengan Lingkungan Mangganjeng 
D. Sebelah Barat Berbatasan dengan Lingkungan Lembae 
IV.2 Sejarah Rumah Sakit Umum Kab.Barru 
Rumah sakit umum Daerah Barru adalah satuan kerja perangkat daerah 
yang melaksanakan sebahagian urusan pemerintah daerah dibidang kesehatan. 
Jauh sebelumnya RSUD Kabupaten barru pada tahun 1947 di Kabupaten barru 
terdapat sebuah asrama tentara yang lanjutnya asrama tentara tersebut di 
gunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan (Puskesmas} yang pertama dan 
satu-satunya yang ada di Kabupaten Barru. Pada tahun 1981 mengalami 
penambahan ruangan KIA kemudian pada tahun 1983 berubah status menjadi 




Pada tahun 1992 RSUD Kabupten barru kembali mengalami 
penambahan ruangan yaitu ruang UGD di atas lahan 2 ha. Tepat tahun 2000 
RSUD Kabupaten barru berubah menjai RS Type D dengan terus melakukan 
pengembangan. Demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan maka pada tahun 
2004 pemerintah kabupaten barru mendirikan rumah sakit yang baru dan 
memindahkan oprasional Rumah sakit umum daerah barru dari jalan sultan 
Hasanuddin ke JL.. Lasawedi, sedangkan gedung RSU yang lama di renovasi 
dan dibagun gedung yang baru yaitu kantor Dines Kesehatan Kabupaten barru.  
Sejak beroprasi nya di JL Lasewed, RSUD kabupaten barru terus 
mengalami perbaikan dan pengembangn,di antaranya penambahan dokter 
spesialis anak, penyakit dalam, patologi klinik, bedah, obgyn dan pelayana 
operasi. 
 Berdasarkan SK MENKES RI No. 348/MENKES/SK/III/2010 Tanggal 11 
maret 2010 maka rumah sakit umum kabupaten barru di tingkatkan kelasnya dri 
kelas D ke kelas C, begitupula namanya berubah menjadi Rumah sakit Umum 
Daerah barru. Pada tanggal 29 juni 2012, RSUD Kabupaten barru telah berhasil 
memperoleh sertifikat akreditasi penuh tingkat dasar oleh Tim Komite 
AkreditasiRumah sakit dengan nomor: KARS-SEERT/663/VI/2012 untuk 5 jenis 
pelayanan, antara lain: pelayanan administrasi, pelayanan medis, pelayanan 
gawat darurat, pelayana keperawatan, dan pelayanan rekam medis. 
 Sejak berdirinya RSUD Barru telah mengalami beberapa pergantian 
pimpinan/direktur sebagai berikut: 




2. dr. Marah ahmad  
3. dr. Haeruddin  
4  dr. H.amin yahya  
5. dr Hj. Etje Soepardjo 
6. dr. Amin Rifai 
7. dr.Lukman S. Wahid  
Meskipun RSUD Kabupaten Barru telah mengalami kemajuan bidang 
sarana dan prasrana serta SDM di bandingkan dengan kondisi rumah sakit 
dimasa lalu. Namun seiring dengan perkembangan dan tuntutan lingkungan 
strategis yang ada sebagai sebuah organisasi maka RSUD kabupaten barru 
menghadapi tantangan secara internalnsekaligus memanfaatkan pulang dari 
lingkunga eksternalnya. 
IV.3 Visi-misi Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru 
Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kabuaten Barru dapat di rumuskan sebagai 
berikut: 
“Menjadi Rumah Sakit yang Mandiri,Modern dan profesional di tahun 2020” 
Makna Visi tersebut adalah: 
1. Menjadi Mandiri bahwa Rumah sakit Uum Daerah Kabupaten barru 
merupakan satu- satunya sumber pusat rujukan dari semua puskesmas 
yang ada di kabupaten barru guna memenuhi kebutuhan pelayanan 




2. Moderen: Bahwa dalam melakukan pelayanan kesehatan mengutamakan 
keputusan dan kepentingan pasien  
3. Pelayanan Kesehatan Profesional: Bahwa seluruh aktivitas dalam 
penyelenggaran pelayaan kesehatan harus memenuhi standar pelayanan 
keshatan yang telah di tetapkan dan sesuai dengan norma hukum serta 
keagamaan  
Sebagaimana penjabaran dari Visi tersebut maka Misi Rumah sakit Umum 
Daerah Kabupaten Barru adalah sebagai berikut: 
1. Mewujudkan system pelayanan Kesehatan yang bermutu dan berkualitas. 
2. Mewujudkan pelayana kesehatan atas dasar paradigm sehat berdasarkan 
standar pelayanan prima dan profesional.  
3. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan SDM 
4. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit    
sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. 
5. Meningkatkan kesejahtraan, Profesionalisme dan kemandirian pegawai 
rumah sakit. 
IV.4 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru 
Dalam operasionalisasinya, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Barru dipimpin oleh seorang Direktur. Direktur tersebut dibantu oleh beberapa 
bidang yang selanjutnya terdiri dari sub bidang. Untuk lebih jelasnya, berikut 






















Gambar.2 : Stuktur Organisasi Rumah Sakit 
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IV.5 Tugas dan Tanggung Jawab  
Berdasarkan Peraturan BupatiBarru Nomor 43 Tahun 2008 tentang 
Uraian tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru, 
maka kedudukan Rumah Sakit Umum daerah barru adalah sebagai unsur 
pelaksana Pemerintah derah di bidang elayanan kesehatan. Dalam 
melaksanakan tugsnya. Rumah Sakit Umum Daerah Barru dipimpin oleh seorang 
Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati. 
IV.5.1. Direktur 
Kepala Rumah sakit Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian urusan Rumah tangga Daerah di bidang kesehatan secara berdaya 
guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya peningkatan kesehatan 
dan pencegahan penyakit. Dalam menyelenggaraan tugas pokok tersebut, 
kepala Rumah sakit Umum mempunyai fungsi 
a) Penyusunan program dan pelaksana pelayanan serta menunjang pada 
kegiatan rumah sakit 
b) Pelaksanaan kegiatan medikkeperawatan. 
c) Plaksanan kegiatan penunjang medic dan non medic 
d) Pelaksanaan kegiatan pelayan rujukan  
e) Promosi penelitian dan pengembangan  
f) Pelaksanaan tata usaha kepegawaian keuangan prasarana dan sarana 
rumah sakit 
g) Penyelenggaraan dan pengawasan :standar pelayanan minimal yang 




h) Pelaksanaan pelayanan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah 
ekonomi. 
i) Pelaksanaankoordinasi dengan instansi terkait di bidang pelayanan 
kesehatan 
j) Pelaksanaan evaluasi kerja staf setiap akhir tahun. 
k) Penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan kepada subag dan seksi. 
l) pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya  
IV.5.2. Bagian Tata Usaha  
Bagian tata usaha mempunyai tugas membantu direktur Rumah sakit 
melakukan urusan perencanan program, penatausahaan surat menyurat, umum, 
keuangan dan urusan rumah tangga. 
Bagian tata usaha dalam melaksanakan tugas menyelengraan fungsi: 
a. penyusunan perencanaan bidang pelayaan kesehatan. 
b. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan. 
c. Pelaksanaan pelayanan medis dan administrasi pasien. 
d. Pelaksanaan bombing asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan  
e. Pembinaan, pengedalian dan fasilitas pelaksanaan kgiatan bidang pelayanan 
kesehatn.  




g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesua dengan tugas dan 
fungsinya. 
IV.5.3. Bidang Pelayanan dan asuhan Keperawatan 
Bidang Pelayann dan Asuhan Keperawatan mempunyai tugasmembantu 
direktur rumah sakit dan melaksanakan upaya  kesehatan secara berdaya guna 
dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang 
dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan 
serta melaksanakanupaya rujukan dan melaksanakan pelayanan yang bermutu 
sesuai standar pelayanan rumah sakit. 
Bidang pelayanan dan asuhan keperawatan dalam melaksanaakn 
tugasmenyelenggarakan fungsi: 
a. Pelayanan medis  
b. Pelayanan penunjang medis dan non medis  
c. Pelayanan dan asuhan keperawatan. 
d. Pelayanan rujukan  
e. Pendidikan dan pelatihan bidangpelayanan.  
f. Penelitian dan pengembangan bidang pelayanan  
g. Pelayanan administrasi umum dan keuangan  
IV.5.4. Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pemeliharan  
Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pemeliharaan mempunyai 




secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya 
penyembuhan,pemulihan yang di lakukan secara serasi, terpadu dengan upaya 
penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya 
peningkatn dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan 
melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.  
Bidang perencanan pengembangan dan pemeliharaan dalam melaksanakan 
tugas menyelenggarakan fungsi: 
a.  Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pelayanan kesehatan. 
b. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengelolaan pelayanan 
kesehatan. 
c. Penyelenggaraan pengelolan pelayanan kesehatan.  
d. Pengawasan / monitoring danpengujian terhadap kelayakan penggunaan alat 
kesehatan/kedokteran. 
e. Penelitian dan pengembangn bidang pelayanan. 
f.Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan. 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan 
fungsi. 
IV.5.5. Bidang Rekam Medik, Pengawasan dan Pengendalian 
Bidang Rekam Medik. Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas 




dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang rekam medik, pengawasaan 
dan pengendalian. 
Bidang Rekam Medik, Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan 
tugas menyelengaraan fungsi: 
a. Penyusun perumusan kebijkan teknis di bidang rekam medi, pengawasan dan 
pengendalian. 
b. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang rekam 
medik, pengawasan dan pengendalian. 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepala rumah sakit 
umum daerah. 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala rumah sakit umum daerah. 
IV.5.6. Kelompok Jabatan fungsional 
1. Kelompok jabatanfungsionalterdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
jabatan fungsional yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada 
kepala kantor. 
2. Pembentukan kelompok jabatan fungsional sebagaiman dimaksud pada 
pasal 20 ayat (1) serta pengaturanya lebih lanjut akan di tetapkan oleh 
bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
IV.6 Sumber Daya RSUD Kabupaten Barru  
 Jumlah Pegawai Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Barru berjumlah 
230 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga Dokter Spesialis tambahan 




UNHAS fakultas kedokteran 2 orang terdiri dari dokter kulit kelamin dan dokter 
THT serta 147 orang pegawai sukarela dengan berbagai displin ilmu, yakni: 
IV.6.1 Personil Rumah Sakit Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Personil Rumah sakit umum kabupaten barru seluruhnya berjumlah 377 
orang terbagi dalam 2 status kepegawainnya PNS dan Tenaga Sukarela. Serta 
Tingkat pendidikannya di katagorikan dibidang-bidang tertentu sesuai fungsinya 
masing-masing untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berikut Table Jumlah 
Personil Rumah Sakit Umum Daerah Barru Sesuai dengan Tingkat Pendidikan: 
Tabel2.  
Jumlah Personil Rumah Sakit Umum Daerah Barru Sesuai dengan Tingkat 
Pendidikan 
No. Tingkat Pendidikan 




1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1 0 1 
 2. Dokter Spesialis Patologi 1 0 1 
 3. Dokter Spesialis Bedah Umum 1 0 1 
 4. Dokter Spesialis Obgyn 1 0 1 
 5. Dokter Umum 12 0 12 
 6. Dokter Gigi 3 1 4 
 7. S1 Keperawatan 41 0 41 
 8. S1 SKM 15 0 15 
 9. S! Apoteker 3 0 3 
 10. SI Sos 2 0 2 
 11 D3 Kebidanan 30 9 39 
 12. D3 Farmasi 2 0 2 
 13. D3 Keperawatan 53 127 185 
 14. D3 Radiologi 5 0 0 
 15. D3 Fisioterapi 5 0 5 
 16. SLTA 50 5 55 
 17. SLTP 5 5 10 
 18. SD 0 0 0 





Sumber : Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Kab.Barru Tahun 2015  
IV.6.2 Jabatan Struktural 
 Jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, kedudukan 
jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru bertingkat-tingkat 
dari tingkat yang terendah hingga tertinggi. Berikut table  Jabatan Stuktural yang 
Terisi Menurut Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum kabupaten Barru. 
Tabel 3 
Jabatan Stuktural yang Terisi Menurut Struktur Organisasi Rumah Sakit 
No Eselon Struktur jabatan Terisi Kosong 
1. Eselon III-a 1 1 0 
2. Eselon III-b 4 4 0 
3. Eselon IV-a 9 0 9 
Sumber : Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Kab.Barru Tahun 2015  
IV.7 Sarana dan Prasarana  
 Sarana dan Prasarana Rumah sakit Umum kabupaten Barru terdiri dari 
beberpa poin yang digambarkan dalam bentuk table sebagai berikut: 
Tabel 4 




1 Gedung Kantor dan Administrasi 1 Unit Baik 
2 Instalasi Gawat Darurat 1 Unit Baik 
3 Rawat Jalan  7 Unit Baik 
4 Rawat Inap 5 Unit Baik 
5 Kamar Oprasi 1 Unit Baik 
6 Kamar Bersalin 1 Unit Baik 




8 Laboratorium  1 Unit Baik 
9 Radiologi  1 Unit Cukup 
10 Fisioterapy 1 Unit Cukup 
11 Instalasi gizi 1 Unit Cukup 
12 Kamar Jenazah  1 Unit Cukup 
13 Ipal 1 Unit Tidak Memenuhi Syarat 
14 Incenerator 1 Unit Kurang Baik 
15 Gedung Genset 1 Unit Baik 
16 Perumahan Dokter Ahli 6 Unit Baik 
17 Perumahan Direktur 1 Unit Kurang Baik 
18 Kendaraan Dinas (Roda 4) 1 Unit Rusak 
19 Kendaraan Dinas (Roda 4) 4 Unit Baik 
20 Kendaraan Dinas (Roda2) 6 Unit Baik 
21 Ambulance 4 Unit Baik 
22 Mobil Jenazah 1 Unit Rusak 
23 Lemari Pasien 40 Unit Kurang Baik 
24 Kursi 95 Unit Baik 
25 Kursi Tunggu 40 Unit Baik 
26 Mesin Ketik listrik 1 Unit Kurang  
27 Laptop 2 Unit Baik 
28 Komputer 7 Unit Baik 
29 Printer 3 Unit Sangat Kurang 
30 LCD Projector - Belum Ada 
31 Faximile 1 Unit Baik 
32 FlashDisk 2 Unit Baik 
33 Kipas Angin 2 Unit Kurang 
34 Rak Alat 1 Unit Baik 
35 Lemri Arsip 5 Unit Baik 
36 Meja 1/2 Biro 1 Unit Baik 
37 Kulkas  3 Unit Baik 
38 Kipas Angin Gantungan 6 Unit Baik 
39 Televisi 3 Unit Kurang Baik 
40 Ac 5 Unit Baik 
41 Meja 1 Biro 17 Unit Kurang 
42 White Bord 10 Unit Kurang 
43 Genset 2 Unit Baik 
 





IV.8 Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru 
 Adapun jenis kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pada RSUD 
Kabupaten Barru meliputi : 
1. Pelayanan Administrasi dan Sentral Opname ( Rekam Medik ) 
2. Pelayanan Rawat Jalan : 
a. Pelayanan Medik Umum 
b. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut 
c. Pelayanan Medik Spesialistik, antara lain : 
1. Spesialis penyakit Dalam 
2. Spesialis bedah 
3. Spesialis kebidanan dan penyakit kandungan 
4. Spesialis anak 
5. Spesialis syaraf 
6. Spesialis THT 
7. Spesialis Kul-Kel 
8. Spesialis Mata 
9. Spesialis Radiologi 
10. Spesialis Patologi Klinik 
11. Spesialis Jiwa 
3.Pelayanan Perawatan (Rawat Inap) dengan Kapasitas jumlah tempat tidur 
sebanyak 147 meliputi: 
a. Instalasi Rawat Darurat 




c. Intensive care Unit 
d. Kamar bersalin 
e. Ruang operasi 
4. Pelayanan Penunjang medic, Meliputi: 
a. Pelayana Radiologi 
b. Pelayanan Laboratorium 
c. Pelayanan Farmasi 
d. Pelayanan Gizi 
e. Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi) 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam subbab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang 
halyang berkaitan dengan responsivitas pelayanan pasien BPJS pada Rumah 
SakitUmum Daerah Kabupaten Barru. Dalam mencapai kepuasan 
pasienterhadap pelayanan kesehatan yang diberikan, maka diperlukan adanya 
resposivitas atau daya tanggap pelayanan publik Rumah Sakit Umum Kabupaten 
Barru. 
Responsivitas ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengetahui dan 
memahaimi kebutuhan maupun keinginan pasiennya, sehingga pelayanan 
yangdiberikan Rumah Sakit dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 
pasien. 
Sedangkan menurut Zeithaml, Parasuruman & Berry, Responsivitas 
adalah kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan 
pelayanan secara ikhlas (dalam Agus Dwiyanto, 2006 : 145) 
Agus Dwiyanto (2006 : 148) mendefinisikan responsivitas sebagai berikut: 
Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan organisasi untuk 
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan 
mengembangkannya dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas 
mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, 




Untuk melihat responsivitas pelayanan pasien BPJS pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Barru, penulis menggunakan enam indikator 
responsivitas menurut Zeithaml, dkkdalam Hardyansyah, 2011:46), yaitu: 
1. Merespon setiap pelanggan/ pemohon yang ingin mendapatkan 
pelayanan 
Indikator ini mecakup sikap dan komunikasi yang baik dari petugas ketika 
ada pasien yang ingin mendapatkan pelayanan.  
Sikap menurut La Pierre (dalam Azwar 2003) yaitu suatu pola perilaku, 
tendensi atau kesiapan antisipatif, presdisposisi untuk menyesuaikan diri dalam 
situasi sosial, atau secara sederhana sikap adalah respon terhadap stimuli social 
yang terkondisikan. Sikap yang baik yang dimaksud disini seperti keramahan, 
kesopanan dan keadilan petugas rumah sakit kepada pasien BPJS. 
Komunikasi menurut Raymond Ross adalah suatu proses yang 
menyortir, memilih dan mengirim simbol-simbol yang sedemikian rupa sehingga 
dapat membantu pendengar dalam membangkitkan daya respon atau 
pemaknaan dari sebuah pemikiran yang selaras dengan yang di maksud oleh 
komunikator. 
Ramah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu baik hati dan 
menarik budi bahasanya;manis tutur kata dan sikapnya;suka bergaul dan 
menyenangkan dalam pergaulan. Sedangkan Keramahan sifat ramah;kebaikan 
hati dan keakraban ( dalam bergaul ). 
Komunikasi merupakan proses dimana dua orang atau lebih melakukan 
pertukaran informasi antar satu sama lain (Everett M. Rogers dan 




pasienakan dengan mudah memahami informasi yang disampaikan oleh petugas 
rumahsakit. 
Sikap dan komunikasi petugas rumah sakit ketika melayani pasien 
merupakan hal awal yang memberikan kesan pada pasien mengenai 
pelayananrumah sakit tersebut. Sikap yang baik, ramah, dan sopan dari petugas 
rumah sakitakan membuat pasien merasa nyaman dan akan merasa diterima 
dengan baikoleh para petugas rumah sakit. 
Sebagaimana  ditetapkan  dalam  Keputusan  Menteri  Negara 
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomer  63  tahun  2003,  bahwa  pemberian 
pelayanan umum kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi 
aparatur Negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga 
penyelenggaraannya perlu ditingkatkan secara terus menerus sesuai dengan 
sasaran pembangunan. Dalam  keputusan  tersebut  ditetapkan  sepuluh sendi  
pelayanan  yang  harus dilaksanakan  oleh  instansi  atau  satuan  kera  dalam  
suatu  departemen  yang berfungsi sebagai unit pelayanan umum. Salah satunya 
yaitu kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Pemberi layanan harus bersikap 
disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
Sikap yang baik, keramahan dan kesopanan sudah ditunjukkan oleh 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru ini sesuai dengan hasil wawancara 
yang dilakukan.Berkaitan dengan hal ini berikut petikan hasil wawancara dengan 
Ny.Sr salah satuperawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru, beliau 
mengatakan: 
“kami sebagai perawat di rumah sakit ini selalu berusaha bersikap ramah 
dan sopan kepada pasien yang ingin mendapatkan pelayanan agar 




(Hasil wawancara pada tanggal 3 Februari 2016) 
Pasien BPJS rawat inap juga sependapat dengan hal tersebut, bahwa 
petugas Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru bersikap ramah dan sopan saat 
memberikanpelayanan. Berikut merupakan petikan wawancara dengan salah 
satu pasien PBJSRawat Inap Kelas 1, Ny.R yang mengatakan bahwa: 
“dokter dan perawatnya disini sudah bersikap ramah dan sopanmelayani 
pasiennya seperti menanyakan kondisi pasiennya, ketika melakukan 
pemeriksaan ”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 3 Februari 2016) 
Hal ini juga diakui oleh salah satu keluarga pasienbahwa keramahan dan 
kesopanan dokter atau perawat kepada pasien sudah baik. Berikut petikan hasil 
wawancaranya dengan Tn.Md, 
“ kalo masalah pelayanan diberikan oleh pihak rumah sakit ini seperti 
keramahan,kesopanan sudah baik semua ji, ketika saya melihat petugas 
rumah sakit ini memberikan sikap pelayanan dengan baik kepada pasien 
yang membutuhkan batuannya” 
( Hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2016 ) 
Namun selain sikap yang baik terhadap pasien, komunikasi yang baik 
jugadiperlukan dalam merespon pasien. Mengenai komunikasi yang ada di 
rumah sakit umum Kabupaten Barru, pasienBPJS menyatakan bahwa 
komunikasi dokter dan perawat sudah baik. Berikut ini petikan hasil 
wawancaranya dengan Ny H, 
“ cara berbicara dokter dan perawat kepada pasien baik semua, mereka 
berbicara kepada pasien dengan sopan, ramah, suaranya jelas dalam 
menyampaikan ki informasi kepada pasien” 




 Terkait sikap dan komunikasi yang baik kepada pasien, diungkapkan 
salah satu dokter yang sedang bertugas mengatakan bahwa sikap dan 
komunikasi yang kami lakukan kepada pasien sudah baik. Berikut petikan hasil 
wawancaranya Ny.D, 
“ Kalau berbicara mengenai sikap dan komunikasi kami kepada 
pasien,kami selalu berusaha bersikap baik, ramah, sopan, dan jelas 
dalam menyampaikan informasi.  Agar pasien tetap merasa nyaman 
dirawat. Dan kami selalu berusaha menenangkan keadaan pasien jika 
merasa kesakitan,serta turut berempati“ 
(Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 5 Februari 2016) 
Sesuai dengan hasil wawancara, hal ini menunjukkan bahwa petugas 
dalam hal ini dokter dan perawat Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru 
senantiasa memberikan pelayanan dengan baik,sikap yang ramah dan tutur kata 
yang  sopan dan komunikasi yang baik  kepada pasien BPJS.  
Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti juga menunjukkan bahwa 
dokter dan perawat rumah sakit umum daerah Kabupaten Barru sudah bersikap 
dengan baik dan komunikasikepada pasien, khususnya pasien BPJS rawat inap  
sudah baik. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan merespon pasien BPJS 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru sudah baik. 
2. Petugas/ aparatur melakukan pelayanan dengan cepat 
Indikator ini merupakan kesigapan dari petugas rumah sakit dalam 
melayani pasien. Petugas yang melakukan pelayanan dengan cepat dapat 




yangcekatan  dan segera melayani pasien yang membutuhkan bantuan, 
sertamenanggapi dengan cepat apabila ada pasien bertanya. 
Dalam rangka menyiapkan suatu pelayanan yang berkualitas yang sesuai 
dengan yang diharapkan perlu berdasarkan pada system kualitas yang memiliki 
ciri  atau  karakteristik  tertentu. Fitzsimmons  dalam  Serdamayanti  (2004 :  90) 
mengutarakan  bahwa  kualitas  pelayanan  merupakan  sesuatu  yang  
kompleks sehingga untuk menentukan sejauh mana kualitas dari pelayanan 
dapat dilihat dari lima dimensi, salah satu nya yaitu emphaty,  kemauan  
pemberian  layanan  untuk  melakukan  pendekatan, member  perlindungan,  
serta  berusaha  untuk  mengetahui  keinginan  dan kebutuhan  konsumen. 
Sedangkan menurut Gde Muninja (2004:239) kepuasan pengguna jasa 
pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh beberapa factor,salah satunnya yaitu 
empati (sikap peduli) yang ditunjukkan oleh petugas kesehatan. 
Sesuai dengan indikator kecepatan dalam melayani, berikut hasil petikan 
wawancara olehTn.R salah satu dokter yang bertugas mengatakan bahwa: 
“ kami selaku dokter selalu sigap dalam menjawab pertanyaan pasien 
serta memenuhi permintaan pasien. Dan kami tetap mempertimbangkan 
permintaan pasien agar pasien merasa di layani dengan baik “ 
(Hasil wawancara pada tanggal 3 Februari 2016) 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh perawat yang bertugas pada bagian 
perawatan inap berikut kutipan wawancaranya dengan Ny. D: 
“ jika ada keluarga pasien yang melapor seperti kehabisan cairan kami 
langsung mendatangi dan mengganti cairan yang sudah habis dengan 
cairan baru “ 
( Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2016 ) 




“ perawat yang bertugas di ruangan tempat saya di rawat inap cepat 
jimelayanipasiennya. sepertiwaktu saya membutuhkan bantuan 
perawat,dengan cepat perawat langsung datang untuk membantu saya “ 
( Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2016 ) 
Pasien Tn.A mengatakan bahwa dokter dan perawat di rumah sakit ini sudah 
sigap melayani pasien terkhusus pasien BPJS. Berikut ini hasil wawancaranya : 
“…iya pelayanan di rumah sakit sini sudah baik mi. dokter dan 
perawatnya melayani pasiennya dengan cepat” 
(Hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2016) 
Sedangkan hasil observasi peneliti di rumah sakit menunjukkan bahwa 
petugas sudah sigap dalam melayani pasien terkhusus pasien BPJS, terlihat 
dengan adanya perawat yang selalu berjaga di ruangan. Dan perawat cepat 
dalam melayani pasien yang membutuhkan bantuannya. 
Jadi dapat disimpulkan pada indikator kecepatan melayani, pelayanan 
yangdiberikan oleh dokter dan perawat Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru 
sudah baik. 
3. Petugas/ aparatur melakukan pelayanan dengan tepat 
Pelayanan dengan tepat yaitu jangan sampai ada kesalahan yang 
dilakukan oleh petugas rumah sakit dalam melayani pasien, baik dalam 
pembicaraan maupun dalam pekerjaan. sehingga tidak ada pasien yang merasa 
dirugikan setelah berobat dirumah sakit ini. Dalam artian pelayanan yang 
diberikan sesuai dengan permintaan dan harapan pasien. 
 Ketepatan pemberian pelayanan yang penulis maksud yaitu tidak terjadi 




rehabilitasi medik dan tidak ada pasien yang merasa di rugikan (pulang 
paska).Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 
129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit , 
kesalahan tindakan rehabilitasi medik adalah memberikan atau tidak memberikan 
tindakan rehabilitasi medik yang diperlukan yang tidak sesuai dengan rencana 
asuhan dan atau tidak sesuai dengan pedoman atau standar pelayanan 
rehabilitasi medic,dan standar yang di berlakukan yaitu 100 %. Sedangkan 
Pulang paska adalah pulang atas permintaan pasien atau keluarga pasien 
sebelum di putuskan boleh pulang oleh dokter,dan standar yang di berlakukan 
yaitu ≤ 5 %.  
Dan tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat,Berdasarkan 
keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 
129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, 
kesalahan pemberian obat meliputi : 
1. Salah dalam memberikan jenis obat 
2. Salah dalam memberikan dosis 
3. Salah orang 
4. Salah jumlah 
Pelayanan dengan tepat juga berkaitan dengan kesesuaian prosedur dan 
ketepatan biaya yang ada pada rumah sakit. Berikut prosedur pelayanan pasien 
BPJS rawat inap : 
1. Membawa kartu : askes/jamkesmas/BPJS kesehatan 
2. Membawah surat pengantar opname dari poli/UGD 





4. Apabila persyaratan salah satu tidak dilampirkan/diperlihatkan, surat 
eligabilitas peserta (SEP) tidak bias di buatkan atau diterbitkan. 
Berkaitan dengan ketepatan melayani pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Barru, berikut kutipan wawancara dengan salah satu perawat Ny.As, 
beliau mengatakan 
“kami sebagai perawat di rumah sakit ini sudah memberikan pelayanan 
yang terbaik, karena jangan sampai pelayanan yang kami berikan 
terdapatkesalahan sehingga keadaan pasien malah memburuk. Dan kami 
bekerja sesuai SOP yang ada”. 
(Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2016) 
Salah satu pasien BPJS rawat inap bernama Tn.Lsependapat dengan hal yang 
dikemukakanoleh perawat, saudara mengatakan: 
“selama saya dirawat dirumah sakit ini saya sudah merasa nyaman mi 
dengan pelayanan yang diberikan oleh petugasnya rumah sakit. Mulai 
dari dokternya yang memeriksasaya, sampai para perawatnya. Belum 
pernah ada terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pemeriksaan 
maupun pemberian informasi selama saya dirawat” 
(Hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2016) 
Selain itu terdapat pula pendapat dari pasien BPJS rawat inap kelas 3 
Tn.Msmengatakan bahwa: 
“belum pernah pi ada kesalahan yang dilakukan oleh petugas rumah sakit 
selama saya dirawat di sini, semua sesuai dengan harapan saya. dan 
saya merasa cukup baik dengan pelayanan yang diberikan oleh dokter 
dan perawat rumah sakit” 
(Hasil wawancara pada tanggal 8 Februari 2016) 
Pelayanan dengan tepat juga berkaitan dengan ketepatan biaya yang ada pada 
rumah sakit, berdasarkan hal tersebut berikut hasil kutipan wawancara dengan 




“selama ini pihak rumah sakit tidak pernah mengenakan biaya tambahan 
kepada pasien BPJS kecuali atas permintaan dari pasien itu sendiri 
seperti permintaan pasien meminta obat yang tidak di sediakan oleh 
pihak rumah sakit, pasien harus mengeluarkan biaya tambahan untuk 
membeli obat yang telah di resepkan oleh dokter sesuai permintaan 
pasien itu sendiri“ 
(Hasil wawancara pada tanggal 8 Februari 2016) 
Hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh salah satu petugas BPJS 
berinisial S yang mengatakan bahwa : 
“ tidak ada biaya tambahan yang dikenakan kepada pasien BPJS karena 
semua sudah di tanggung oleh BPJS kesehatan. Kalaupun ada itu atas 
permintaan pasien itu sendiri” 
(Hasil wawancara pada tanggal 8 Februari 2016) 
Sedangkan menurut salah satu pasien BPJS yang bernama Ny.N mengatakan 
bahwa : 
“biasanya ada obat yang kita butuhkan tapi tidak tersedia di rumah sakit, 
jadi kami biasa beli di luar ki atau diapotek yang jual obat yang kami 
butuhkan.” 
(Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2016) 
 Jadi dapat disimpulkan, pada indikator ketepatan pelayanan yang 
diberikanoleh petugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru sudah 
memberikan pelayanan yang tepat. Untuk indikator ini ditandai dengan adanya 
pemberian pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pasien untuk dilayani 
dengan tepat dan memberikan penjelasan yang jelas sehingga mudah dipahami. 
Terlihat juga dengan tidak adanya pasien yang mengeluh terkait pelayanan di 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru. Namun perlu diperhatikan lagi 






4. Petugas / aparatur melakukan pelayanan dengan cermat 
Pelayanan dengan cermat yaitu bersungguh-sungguh dan fokus dalam 
memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. sungguh berarti melakukan 
sesuatu dengan benar. Kecermatan dalam melakukan perawatan maupun dalam 
penyampaian informasi terhadap pasien merupakan salah satu factor yang 
berdampak besar terhadap kesembuhanpasien. 
Kecermatan petugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru ini 
dilakukan denganselalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasiennya. 
Dan selalu mengingat bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah memyembuhkan 
penyakitpasien yang di rawat di rumah sakit ini dan membuat pasien merasa 
puas dengan pelayanan yang diberikan. 
Cermat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) yaitu penuh 
minat (perhatian); saksama; teliti.Sedangkan Kecermatan yaitu 1.ketelitian; 
kesaksmaan 2. Kehematan;perihal hati-hati. 
Sesuai dengan indikator ini berikut kutipan wawancara dengan Ny K 
Perawatyang sedang bertugas Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru yang 
mengatakan bahwa: 
“Salah satu yang kami lakukan dalam mengobati pasien tentunya dengan 
bersungguh-sungguh dalam merawatnya. Terutama dalam mendiagnosa 
penyakit yang diderita pasien. Kami juga selalu teliti jika melakukan 
pemeriksaan kepada pasien.” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 8 Februari 2016) 
Hal Serupa dikatakan oleh pasien rawat inap bernama Tn.M.S mengatakan 
bahwa: 
“menurut saya petugas di rumah sakit ini sudah memberikan pelayanan 






(Hasil wawancara pada tanggal 8 Februari 2016) 
Pasien BPJS lain atas nama Ny.A mengatakan bahwa: 
“selama saya dirawat belum pernah ada kekeliruan yang dilakukan oleh 
petugas disini, mereka selalu melaksanakan tugasnya dengan baik dan 
teliti. Karena kita kan orang sakit, kalau ada kesalahan yang dilakukan 
oleh petugas akan berakibat fatal untuk kita sebagai pasien”. 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2016) 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa petugas 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru sudah melayani pasien dengan 
cermat. Fokus utama yang dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Umum 
Kabupaten Barru yaitu kecermatan atau ketelitian dalam mendiagnosa penyakit 
pasien. 
5. Petugas / aparatur melakukan pelayaan dengan tepat waktu 
Pelayanan dengan waktu yang tepat yang dimaksud disini adalah 
pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan atau tidak 
mengulur-ngulur waktu dalam melayani pasien. Ketepatan waktu petugas rumah 
sakit sangat penting, sebab jika terlambat akan berakibat fatal terhadap kondisi 
pasien. 
Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 
129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, 
waktu pelayanan yang termasuk dalam perawatan rawat inap meliputi: 
1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi: ≤ 30 menit 
2. Waktu tunggi pelayanan obat racik: ≤ 60 menit 
3. Waktu penyediaan dokumen rekammedik pelayanan rawat inap: ≤15 menit 
4. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien: ≤ 2 jam 




6. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien adalah ketepatan 
penyediaan makanan, pada pasien sesuai dengan jadwal yang telah di 
tentukan, dengan standar ≥ 90 %. Dan sisa makanan yang tidak termakan 
oleh pasien ≥ 2%. 
Salah satu sendi pelayanan yang harus dilaksanakan oleh instansi atau 
satuan kerja dalam suatu departemen yang berfungsi sebagai unit pelayanan 
umum menurut Keputusan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomer 63 tahun 2003 yaitu kepastian waktu yaitu pelaksanaan pelayanan publik 
dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
Berdasarkan indikator ketepatan waktu berikut hasil wawancara perawat 
bernama Ny.F yang mengatakan: 
“dalam pemeriksaan atau pengontrolan pasien BPJS rawat inap kami 
sudah menjadwalkannya. Jadi dokter dapat membagi waktunya antara 
pasien satu dengan pasien lainnya. Sehingga tidak ada keterlambatan 
dalam menangani pasien. Begitupun pemberian obat kepada pasien kami 
selalu jadwalkan, namun ketika pasien kehabisan obat, kami sebagai 
perawat langsung memberikan resep atau obat yang dia butuhkan.” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 8 Februari 2016) 
Dan perawat lainnya yangNy.At mengatakan bahwa : 
“terkait ketepatan waktu pelayanan seperti pemberian obat, pemeriksaan 
serta pengontrolan pasien, kami sudah berusaha untuk tepat waktu. 
Sedangkan soal pemberian makanan kepada pasien itu dilakukan oleh 
bagian gizi, namun pengamatan saya selama ini selalu tepat waktu dalam 
pemberian makan terhadap pasien.” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 8 Februari 2016) 
Berikut ini pernyataan pasien terkait ketepatan waktu dalam pemberian 
pelayanan. Salah satu pasien BPJS rawat inapTn.Rbeliau mengatakan: 
 “Pelayanan dari petugas Rumah Sakit sudah tepat waktu, seperti 
memberian obatnya, memberian makanan juga sudah sesuai jadwalnya 
yang telah disampaikan ki sebelumnya dan kalo pergi periksa pasiennya 





(Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2016) 
Sedangkan pasien BPJS lainnya, Ny.As mengatakan bahwa : 
“mengenai ketepatan waktu pemberian pelayanan di rumah sakit ini 
sudah baik, namun yang perlu di perhatikan waktu istirahat pasiennya. 
Saya biasa merasa agak terganggu waktu istirahat saya ketika beberapa 
keluarga pasien pada berdatangan diluar jam besuk yang ditetapkan.” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2016) 
Sedangkan menurut hasil observasi peneliti terkait ketepatan waktu istirahat 
yang di berikan kepada pasien masih kurang karena jadwal jam besuk yang tidak 
berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini juga diakui oleh kepala bagian pelayanan 
dan Askep ( Asuhan Keperawatan ) yang mengatakan bahwa : 
“rumah sakit ini punya jadwal jam besuk yang sudah ditetapkan agar 
pasien bisa beristirahat dengan cukup, namun jam besuk tersebut tidak 
berjalan sebagaimana mestinya, dikarena pintu masuk rumah sakit ada 
beberapa jadi keluarga pasien bisa masuk kapan pun. Dan disini kami 
berusaha mengerti kondisi keluarga pasien kalau kalau datang 
membesuk apalagi kalau malam hari, dan disini susah kendaraan 
umum.Jadi terpaksa kami biarkan mereka menginap” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 10 Februari 2016) 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan 
untuk indikatorketepatan waktu, pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Barru sudah tergolong tepat waktu dalam pemberian 
pelayanan seperti waktu pengontrolan kondisi pasien, pemberian makanan pada 
pasien, waktu pemberian obat kepada pasien. Namun perlu diperhatikan yaitu 
waktu jam besuk pasien karena kalau tidak di terapkan dengan baik,ini bisa 
menggangu waktu istirahat pasien lainnya. 
6. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas 
Kemampuan menanggapi keluhan yang dimaksud penulis yaitu 




keluhan kenyamanan, penanganan keluhan kebersihan, penanganan keluhan 
fasilitas, dan penanganan keluhan keamanan. 
Menurut Keputusan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomer 63 tahun 2003 ada sepuluh sendi pelayanan yang harus dilaksanakan 
oleh instansi atau satuan kerja dalam suatu departemen yang berfungsi sebagai 
unit pelayanan umum yaitu : kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, 
akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, 
kemudahan akses, kedisiplinan,kesopanan,keramahan, kenyamanan. 
Dimensi mutu pelayanan kesehatan menurut Lori Di Prete Brown yang 
dikutip oleh Djoko Wijoyo (2008) menyangkut beberapa dimensi salah satu 
diantaranya yaitu keamanan. Keamanannya yaitu mengurangi resiko cedera, 
infeksi, efek samping, atau bahaya lain yang berkaitan dengan pelayanan. 
Keamanan merupakan proses atau produk pelayanan publik yang 
memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Kelengkapan sarana dan 
prasarana yang dimaksud yaitu tersedia sarana dan prasaranan kerja, peralatan 
kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaam sarana 
teknologi telekomunikasi dan informatika. Sedangkan Kenyamanan yang 
dimaksud yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan uang indah dan sehat serta di 
lengkapi fasilitas pendukung pelayanan. 
Berikut ini prosedur penanganan keluhan pasien : 
- Keluhan pasien dapat disampaikan dengan cara menghubungi direktur 
atau sekertaris direktur melalui nomor telpon 08124184824 / 
081244249944 




Mengenai respon keluhan pelanggan ini, berikut hasil petikan 
wawancarayang dilakukan dengan Ny.M salah satu pasien BPJS rawat inap di 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru yang  mengatakan : 
“ keamanan di rumah sakit ini saya rasa sudah aman. Cuma kebersihan 
kamar mandinya masih perlu di perhatikan,serta fasilitas penunjang 
lainnya seperti ACperlu juga di perhatikan karena ruangan tempat saya 
dirawat AC nyatidak dingin,seperti kipas angin”. 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 3 Februari 2016) 
Pasien lainnya atas nama Ny.H mengatakan : 
“saya tidak melihat adanya kotak saran di tempat saya dirawat, sehingga 
kita susah untuk menyampaikan keluhan yang kami rasakan.Masalah lain 
yang saya lihat di rumah sakit ini yaitu kebersihan kamar mandinya” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2016)  
Berikut hasil petikan wawancara denganNy.Rsalah satu perawat di Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Barru yang mengatakan : 
“rumah sakit ini sudah menyediakan kotak saran namun pasien mungkin 
tidak memperhatikan keberadaan kotak saran tersebut. Namun saya 
jarang melihat kotak saran tersebut dibuka. Dan pasien lebih memilih 
biasanya menyampaikan keluhannya secara langsung” 
 
(Hasil wawancara pada tanggal 8 Februari 2016) 
Parawat Ny.F berpendapat bahwa: 
“yang rata-rata dikeluhkan pasien di rumah sakit ini yaitu fasilitas yang 
dirasa kurang dan ketersediaan air. Kami juga sebagai perawat merasa 
tidak bisa memberikan pelayanan dengan baik jika air tidak tersedia 
apalagi kalau musim kemarau ”  
 
(Hasil wawancara pada tanggal 8 Februari 2016) 
Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 
kemampuan menanggapi keluhan dari pihak rumah sakit umum daerah 
Kabupaten Barru masih relatif rendahhal ini terlihat adanya pasien BPJS kelas 1 
yang dirawat di kelas 2 karena fasilitas kelas 1 sudah penuh. Dan pasien 




mandi masih kurang. Salah satu kamar mandi yang kurang terawat yaitu berada 
di ruang UGD. 
Berdasarkan keluhan yang di rasakan oleh pasien BPJS seperti 
kebersihan kamar mandi dan fasilitas yang tidak memadai sudah diusahakan 
oleh pihak rumah sakit untuk membenahi. Berikut kutipan wawancara dengan 
sekertaris/kepala bagian tata usaha, mewakili direktur Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Barru yang mengatakan bahwa : 
“semua keluhan pasien akan kami benahi tahun ini karena rumah 
sakit ini sudah berbentuk badan layanan umum ( BLU ).Terkait Masalah  
kurangnya ketersediaannya air bersih kami sudah pernah melakukan 
pengeboran air, akan tetapi air sumur bor yang muncul terkadang terasa 
asin dan agak keruh. Kualitas air yang keluar kurang baik untuk di pake 
dan kami dari pihak RSUD kab.barru akanmencari sumber titik air tanah  
untukmelakukan pengeboran air kembali, demi memenuhi kebutuhan air 
yang layak untuk di konsumsi dan membuat bak penampungan air karena 
selama ini kami hanya mengandalkan PDAM “ 
 
( hasil wawancara pada tanggal 15 februari 2016) 
 
Jadi berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh 
peneliti dapat disimpulkan bahwa indikator kemampuan merespon keluhan 
pasien Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru masih relatif kurang baik. 
Hal ini terlihat pada kondisi kebersihan kamar mandi yang kurang terawat serta 












Berikut ini kesimpulan mengenai Responsivitas Pelayanan Pasien BPJS 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru berdasarkan enam indikator 
menurut Zeithaml sebagai berikut: 
IndikatorKemampuan Meresponini mencakup sikap dan komunikasi yang 
baik dari petugas ( dokter atau perawat )Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Barru kepada pasien. Sikap dan komunikasi yang baik dari dokter atau 
perawatRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru sudah baikhal ini di 
tunjukkan dengan sikap ramah, sopan, serta rasa empati yang di tunjukkan oleh 
dokter dan perawat kepada pasien 
IndikatorKetepatan Melayani ini berkaitan dengan kesigapan dan 
ketulusan dalam menjawab pertanyaan pasien dan memenuhi permintaan pasien 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru yang meliputi kesigapan dokter 
atau perawat menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan pasien, 
ketulusan dokter atau perawat dalam menjawab pertanyaan dan memenuhi 
permintaan pasien sudah tergolong baik hal ini terlihat pada hasil wawancara 
yaitu adanya pasien yang merasa nyaman di rawat karena pelayanan yang 
diberikan sudah sigap dan tulus. 
IndikatorKetepatan Melayaniini mencakup tidak adanya kesalahan yang 
dilakukan oleh dokter atau perawat  Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Barru dalam pelayanan dan biaya yang diberikan sesuai dengan yang telah 
ditentukan. Pelayanan yang diberikan oleh dokter atau perawat Rumah Sakit 




prosedur, ketepatan biaya, kesesuaian obat yang di berikan kepada pasien 
sudah dinilai baik karena dokter dan perawat sudah bekerja sesuai dengan SOP 
yang ada dan adanya pasien yang merasa nyaman dirawat. Namun yang perlu di 
perhatikan oleh pihak rumah sakit yaitu ketersediaan obat, agar pasien tidak 
mengeluarkan biaya tambahan jika obat tidak tersedia di Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Barru ini. 
Indikator Kecermatan Melayani ini berkaitan dengan kesungguhan dan 
kefokusan dokter atau perawat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru 
dalam melayani pasien yang meliputi kefokusan, kesungguhan, dan ketelitian 
dalam memberikan pelayanan.Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 
peneliti kecermatan melayani yang di lakukan oleh dokter dan perawat sudah 
termasuk baik hal ini terlihat pada ketelitian dokter atau perawat mendiagnosa 
penyakit pasien. 
Pada indikator ketepatan waktu mencakup waktu yang tepat, sehingga 
dapat memberikan kepastian pelayanan.Ketepatan waktu yang di maksud 
yaitu,kedispilinan dokter atau perawat, waktu istirahat yang di berikan, waktu 
pemberiaan obat, waktu pemberiaan makanan,waktu cek-up atau control kondisi. 
Berdasarkan hasil wawancarayang dilakukn oleh peneliti, ketepatan waktu 
melayani Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru sudah baik. Namun yang 
perlu di perhatikan yaitu jam besuk agar tidak mengganggu waktu istirahat 
pasien lainnya. 
Untuk indikator ini merespon keluhan peasien Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Barru seperti  menyediakan kotak saran sebagai akses untuk 
pasien memberikan pendapat maupun keluhan penanganan keluhan kebersihan, 




menunjukkan kemampuan menanggapi keluhan masih relatif rendah hal ini 
terkait masalah fasilitas yang tidak memadai, dan kebersihan kamar mandi. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran 
yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan responsivitas 
pelayanankesehatan terkhusus Peserta BPJS Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Barru, yaitu : 
1. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru sebaiknya menjamin 
ketersedian obat yang biasa dibutuhkanoleh pasien agar tidak ada biaya 
tambahan yang dikeluarkan oleh pasien jika obat tidak tersedia. 
2. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru perlu mempertegas 
peraturan yang ada seperti jam besuk pasien agar tidak ada lagi pasien yang 
merasa terganggu. 
3. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru seharusnya lebih 
menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit terkhusus kebersihan kamar 
mandiagar pasien lebih nyaman di rawat di rumah sakit ini. 
4. Dan pihak rumah sakit seharusnya melengkapi fasilitas yang kurang terkhusus 
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